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ABSTRAK 

PENGARUH MORALITAS INDIVIDU, KOMPETENSI APARATUR, 

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN BUDAYA ORGANISASI 

TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD PENGELOLAAN  

KEUANGAN DESA  

(Studi Empiris Pada Pemerintah Desa di Kecamatan Bathin Solapan 

Kabupaten Bengkalis) 

 

OLEH: 

WAHYUDI 

NIM. 11773100025 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh moralitas individu, 

kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal, dan budaya organisasi 

terhadap pencegahan fraud pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini 

menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data primer yang 

diperoleh dari responden melalui kuesioner. Populasi pada penelitian ini adalah 

Pemerintah Desa di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. Penentuan 

sampel penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dan diperoleh 

sampel penelitian berjumlah 48 responden. Data dianalisis menggunakan program 

SPSS versi 25. Analisis data menggunakan alat analisis regresi linier berganda 

dan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji 

heteroskedastisitas. Pengujian hipotesis dilakukan dengan pengujian statistik t, uji 

statistik f, dan koefisisen determinasi (R2). Hasil analisis data atau regresi linier 

berganda menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan moralitas individu, 

kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal, dan budaya organisasi 

berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud pengelolaan keuangan desa.  

 

Kata Kunci: Moralitas Individu, Kompetensi Aparatur, Sistem 

Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, Pencegahan Fraud 
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ABSTRACT 

THE INFLUENCE OF INDIVIDUAL MORALITY, APPARATUS 

COMPETENCE, INTERNAL CONTROL SYSTEMS, AND 

ORGANIZATIONAL CULTURE ON FRAUD PREVENTION OF VILLAGE 

FINANCIAL MANAGEMENT  

(The Empirical Study on Village Government in Bathin Solapan District, 

Bengkalis Regency) 

 

By: 

WAHYUDI 

NIM. 11773100025 

 

 

This research aims to the influence of individual morality, apparatus 

competence, internal control systems, and organizational culture on fraud 

prevention of village financial management. This research uses quantitative 

methods using primary data obtained from respondents through a questionnaire. 

The population in this study is the Village Government in the Bathin Solapan 

District, Bengkalis Regency . Determine of the sample of this research using 

purposive sampling method and the research sample obtained 

was 48 respondents. Data were analyzed using SPSS version 25. Data analysis 

used multiple linear regression analysis tools and classical assumption tests 

consisting of normality test, multicollinearity test, and heteroscedasticity test. 

Hypothesis testing is done by statistical tests t, statistical tests f, and koefisisen 

determination (R 2 ). The results of data analysis or multiple linear 

regression show that partially and simultaneously individual morality, apparatus 

competence, internal control systems, and organizational culture have a 

significant effect on the prevention of fraud in village financial management. 

 

Keywords: Individual Morality, Apparatus Competence, Internal Control 

Systems, Organizational Culture, Fraud Prevention 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Adanya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang 

bersih, akuntabel dan transparan haruslah ditindaklanjuti dengan menerapkan 

pemerintahan yang baik. Good governance dan clean government telah 

mendorong segenap penyelenggara negara, baik pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah untuk dapat mengelola anggaran sesuai dengan amanat 

undang-undang. Namun fakta lapangan yang ditemukan masih banyak pemerintah 

daerah yang dalam penyelenggaraan pemerintahaannya belum siap sesuai dengan 

tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih. Banyak terjadi kasus di sejumlah 

daerah yang berkaitan dengan masalah korupsi, ketidakberesan, penyalahgunaan 

wewenang dan jabatan, pelanggaran, dan masih banyak lagi kasus pidana lainnya 

(Widiyarta, Herawati,  dan Atmadja, 2017). 

Desa sebagai tumpuan dalam pembangunan infrastruktur desa serta 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sebagaimana telah diatur dalam 

undang-undang desa. Dalam pengelolaan potensi yang dimiliki untuk 

meningkatkan taraf ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, desa telah diberi 

amanah dan sumber dana yang memadai untuk mengelola hal tersebut. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan 

mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa yang sudah 

dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan pada setiap desa sebagai 

sumber pendapatan desa (www.djpk.kemenkeu.com). 



2 
 

 

Dana desa diartikan sebagai anggaran dana yang dikucurkan oleh 

pemerintah kepada desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia No. 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dana desa merupakan salah satu cara 

yang dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 

pemerataan pembangunan desa, dan pengembangan perekonomian desa. Hal ini 

sudah sesuai dengan isi Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2014 tentang Desa, 

yang berisi pemberian otonomi yang lebih besar kepada desa agar dapat menjadi 

desa yang mandiri (Islamiyah, Made, dan Sari, 2020). 

Anggaran yang bersumber dari APBN yang mengalir ke kas desa terbagi 

dalam dua mekanisme penyaluran. Pertama, dana transfer ke daerah secara 

bertahap yang di kenal sebagai dana desa. Kedua, dana transfer melalui APBD 

Kabupaten yang dialokasikan 10% oleh pemerintah untuk disalurkan ke kas desa 

secara bertahaap yang dikenal dengan alokasi dana desa (Widiyarta, Herawati,  

dan Atmadja, 2017). 

Alokasi Dana Desa (ADD) yang termasuk ke dalam salah satu pendapatan 

desa, maka pertanggungjawabannya atau akuntabilitasnya termasuk ke dalam 

Akuntabilitas Keuangan Publik. Dan sekarang ini Akuntabilitas Keuangan Publik 

sangat rentan sekali dengan adanya potensi penyelewengan, maka dalam hal 

akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) juga tidak menutup kemungkinan 

terjadinya kecurangan atau fraud (Rahimah, Murni, dan Lysandra, 2018). 
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Bermacam-macam cara dilakukan oleh pelaku korupsi di pemerintahan 

desa, sebagian besar merupakan praktik penyalahgunaan anggaran sebanyak 51 

kasus, 32 kasus penggelapan, laporan fiktif dengan 17 kasus, kegiatan atau proyek 

fiktif 15 kasus dan sebanyak 14 kasus pembengkakkan anggaran. Melambungnya 

kasus penyelewengan di sektor anggaran desa telah melahirkan catatan buruk 

terkait dengan pembahasan evaluasi kebijakan pemerintah untuk desa. Seluruh 

kasus korupsi tersebut mensyaratkan bahwa desa yang diyakini menjadi bagian 

dari pembangunan sampai detik ini menjadi ladang korupsi yang baru (Alfaruqi 

dan Kristianti, 2019).   

Berdasarkan data dari Indonesian Corruption Watch, kasus korupsi di 

sektor anggaran desa menjadi kasus terbanyak ditindak oleh aparat penegak 

hukum selama tahun 2019 dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya, data ICW 

memperlihatkan terdapat 46 kasus korupsi di sektor anggaran desa dari 271 kasus 

korupsi selama 2019, korupsi anggaran desa tercatat memberi kerugian negara 

hingga Rp 32,3 miliar (www.kompas.com). Salah satu contoh kasus korupsi 

anggaran desa yang terjadi di Provinsi Riau pada tahun 2019 pada Kepala Desa 

dan Bendahara Desa Sungai Solok, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten 

Pelalawan melakukan tindak pidana korupsi APBDes Sungai Solok tahun 

anggaran 2017-2018 yang merugikan keuangan Negara Rp 1.440.775.692,21 

selama dua tahun anggaran (www.goriau.com). Contoh kasus lainnya yang terjadi 

di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020. Adanya laporan masyarakat kepada 

Kejaksaan Negeri Bengkalis terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi alokasi 

dana desa (ADD) yang dilakukan oleh Kepala Desa Senderak, Kecamatan 
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Bengkalis, Kabupaten Bengkalis (www.goriau.com). Dan adanya pemeriksaan 

terhadap tujuh Kepala Desa oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis terkait dugaan 

penyimpangan dana desa dan bantuan COVID-19 pada tahun 2020, ketujuhnya 

merupakan kades di Kecamatan Bengkalis, Bukit Batu, dan Rupat Utara 

(www.news.detik.com). Dalam kasus lain, beberapa desa di Kabupaten Bengkalis 

diberikan sanksi pemotongan anggaran Percepatan Pembangunan Penyediaan 

Infrastruktur Desa (P3ID) sebesar 37,5 persen atau sebesar Rp.75 juta atau pada 

tahun 2019 memperoleh anggaran sebesar Rp.125 juta karena tidak tertib 

administrasi (Tidak tepat waktu membayar pajak, kondisi fisik tidak sesuai 

dengan perencanaan, pencairan dana tidak dilakukan sesuai dengan peraturan 

bupati (Perbup) dan dokumen pelaporan tidak ada) desa-desa yang terkena sanksi 

tersebut di Kecamatan Bathin Solapan adalah Desa Tambusai Batang Dui, Desa 

Air Kulim, Desa Buluh Manis, Desa Boncah Mahang, Desa Pamesi, dan Desa 

Bathin Sobanga, dan beberapa desa di Kecamatan lain (www.riau.harianhaluan 

.com) 

Pemerintah telah menetapkan berbagai aturan dan pedoman mengenai 

keuangan desa  dengan maksud dalam pengelolaan keuangan desa dapat mudah 

dilakukan agar tidak membuka kecurigaan dan bahkan memicu potensi 

kecurangan dalam pelaksanaannya, mengingat fenomena penyimpangan yang 

terjadi dalam pengelolaan keuangan desa mendatangkan kekhawatiran terhadap 

masyarakat dan pemerintah (Alfaruqi dan Kristianti, 2019).   

Aspek regulasi dan kelembagaan, aspek tata laksana, aspek pengawasan 

dan aspek sumber daya manusia menjadi permasalahan dalam pengelolaan 
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keuangan desa berdasarkan kajian yang dilakukan oleh KPK tahun 2015. Hal 

tersebut terjadi karena adanya tumpang tindih wewenang, laporan 

pertanggungjawaban desa yang belum memenuhi standar, dan rawan manupulasi, 

potensi fraud oleh tenaga pendamping akibat kelemahan aparat desa, dan lain-lain 

(www.acch.kpk.go.id). Sistem pengendalian internal yang lemah, pegawai yang 

tidak jujur dan tidak memiliki integritas serta model manajemen yang pernah atau 

melakukan tradisi kecurangan merupakan penyebab dapat terjadinya fraud. 

Dalam melaksanakan pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan 

desa, dibutuhkannya kompetensi aparatur yang sesuai dalam pengelolaan 

keuangan desa. Dengan adanya kompetensi aparatur yang sesuai dalam 

pengelolaan keuangan desa, maka sangat diharapkan tujuan ekonomi dan sosial 

pemerintahan desa dapat tercapai. Oleh karena itu, peran serta pihak-pihak di luar 

pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) seperti tokoh desa, 

tokoh agama, kaum petani, pengusaha desa, serta perwakilan masyarakat lainnya 

harus bersinergi dan dilibatkan dalam pengelolaan dana desa (Widiyarta, 

Herawati,  dan Atmadja, 2017). 

Penelitian terdahulu terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan 

keuangan desa dengan kompetensi aparatur telah dilakukan oleh Widiyarta, 

Herawati, dan Atmadja (2017) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur 

berpengaruh terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana desa. Sedangkan, 

menurut hasil penelitian Huljanah (2019) kompetensi aparatur tidak berpengaruh 

signifikan terhadap pencegahan fraud pengelolaan keuangan desa. 
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Moralitas yang mengacu pada nilai-nilai pribadi atau budaya, kode etik 

atau adat istiadat sosial yang membedakan antara benar dan salah, sehingga 

moralitas pada seorang aparat sangat berperan penting sebagai pemegang 

komitmen penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan 

konstitusi, berpihak kepada kepentingan rakyat, transparan, akuntabel dan tidak 

korup (Aranta, 2013 dalam Admadja dan Saputra, 2017). Rahimah, Murni dan 

Lysandra (2018) juga melakukan penelitian pencegahan fraud pengelolaan 

keuangan desa dan hasilnya menunjukkan bahwa moralitas individu berpengaruh 

terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana desa. 

Kecurangan dapat dicegah dengan meningkatkan budaya organisasi yang 

dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip Good Corparate 

Governance. Dengan budaya organisasi yang baik dalam suatu instansi dipercaya 

mampu meminimalisir kemungkinan fraud untuk terjadi (Widiyarta, Herawati,  

dan Atmadja, 2017). Pencegahan fraud dapat dilakukan dengan memperhatikan 

sistem pengendalian internal, suatu instansi dapat mendeteksi sebuah kecurangan 

apabila memiliki sistem pengendalian internal yang memadai. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Widiyarta, Herawati,  dan Atmadja, 

(2017) menunjukkan hasil bahwa sistem pengendalian internal dan budaya 

organisasi berpengaruh terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana desa. 

Sedangkan, menurut hasil penelitian Huljanah (2019) sistem pengendalian 

internal tidak berpengaruh signifikan pencegahan fraud pengelolaan keuangan 

desa. 
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Meskipun telah banyak dilakukan penelitian mengenai pencegahan fraud 

terhadap pengelolaan keuangan desa, namun hasil penelitian masih banyak yang 

bervariasi. Alasan inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian 

yang sama, kemudian terdapat fenomena yang terjadi mengenai kasus korupsi 

dalam sektor anggaran desa yang terjadi di kabupaten Bengkalis. Penelitian ini 

termotivasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Laksmi dan Sujana 

(2019). Penelitian sebelumnya menguji pengaruh kompetensi SDM, moralitas 

individu, dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud dalam 

pengelolaan keuangan desa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya adalah peneliti menambah variabel budaya organisasi. 

 Faktor yang juga dapat mempengaruhi pencegahan fraud dalam 

pengelolaan keuangan desa adalah budaya organisasi. Budaya organisasi dapat 

diartikan sebagai suatu sistem penyebaran kepercayaan dan nilai-nilai yang 

berkembang dalam suatu organisasi dan mengarahkan perilaku anggota-

anggotanya, kecurangan dapat dicegah dengan meningkatkan budaya organisasi 

yang dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip Good 

Corparate Governance. Penelitian mengenai pencegahan fraud dalam 

pengelolaan keuangan desa penting dilakukan agar pihak yang berkaitan dapat 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pencegahan fraud pengelolaan 

keuangan desa sehingga dapat dilakukan pencegahan-pencegahan dan dapat 

meningkatkan pengelolaan keuangan desa yang lebih baik.   

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti melakukan penelitian 

yang berjudul “PENGARUH MORALITAS INDIVIDU, KOMPETENSI 



8 
 

 

APARATUR, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN BUDAYA 

ORGANISASI TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD PENGELOLAAN 

KEUANGAN DESA ( Studi Empiris Pada Pemerintah Desa di Kecamatan 

Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis )”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah moralitas individu berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud 

pengelolaan keuangan desa pada Pemerintah Desa di Kecamatan Bathin 

Solapan Kabupaten Bengkalis? 

2. Apakah kompetensi aparatur berpengaruh signifikan terhadap pencegahan 

fraud pengelolaan keuangan desa pada Pemerintah Desa di Kecamatan Bathin 

Solapan Kabupaten Bengkalis? 

3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap 

pencegahan fraud pengelolaan keuangan desa pada Pemerintah Desa di 

Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis? 

4. Apakah budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud 

pengelolaan keuangan desa pada Pemerintah Desa di Kecamatan Bathin 

Solapan Kabupaten Bengkalis? 

5. Apakah secara simultan moralitas individu, kompetensi aparatur, sistem 

pengendalian internal, dan budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap 

pencegahan fraud pengelolaan keuangan desa pada Pemerintah Desa di 

Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai 

melalui penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh moralitas individu secara 

parsial terhadap pencegahan fraud pengelolaan keuangan desa pada 

Pemerintah Desa di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi aparatur secara 

parsial terhadap pencegahan fraud pengelolaan keuangan desa pada 

Pemerintah Desa di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal 

secara parsial terhadap pencegahan fraud pengelolaan keuangan desa pada 

Pemerintah Desa di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh budaya organisasi secara 

parsial terhadap pencegahan fraud pengelolaan keuangan desa pada 

Pemerintah Desa di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. 

5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara silmutan moralitas 

individu, kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal, dan budaya 

organisasi terhadap pencegahan fraud pengelolaan keuangan desa pada 

Pemerintah Desa di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi praktisi dan bagi 

akademisi : 

1. Bagi Praktisi 

Sebagai tambahan informasi yang dapat memberikan pandangan dan 

pengetahuan tentang pengaruh kompetensi aparatur, moralitas individu, sistem 

pengendalian internal, dan budaya organisasi terhadap pencegahan fraud 

pengelolaan keuangan desa. 

2. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk melaksanakan 

penelitian sejenis atau penelitian dibidang yang sama. 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I :     PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II :   TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, pandangan 

islam, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis dan 

sumber data, definisi operasional dan pengukuran variabel, serta teknik 

analisis data. 
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BAB IV :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian ini diuraikan obyek penelitian, analisis data dan 

pembahasan dari analisis data. 

BAB V :   PENUTUP 

Sebagai bab terakhir, bab ini akan menyajikan secara singkat 

kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan dan juga memuat saran-

saran bagi pihak yang berkepentingan untuk pengembangan penelitian 

lebih lanjut. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Teori Perilaku Terencana 

Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior) adalah perkembangan 

dari Theory of Reasoned Action (TRA) yang dikembangkan oleh Icek Ajzen dan 

Martin Fisbein pada tahun 1980 dalam Azwar (2011:11). Ajzen dan Fisbein 

mengembangkan teori perilaku terencana dengan menambah konstruk yang belum 

ada di theory of reasoned action yaitu persepsi kontrol perilaku (perceived 

behavioral control). Teori perilaku terencana bertujuan untuk memprediksi dan 

memahami dampak dari niat berperilaku, mengidenifikasi strategi untuk merubah 

suatu perilaku serta menjelaskan perilaku nyata manusia. Teori perilaku terencana 

mengasumsi bahwa manusia yang bersifat rasional akan menggunakan informasi 

yang ada secara sistematik kemudian memahami dampak perilakunya sebelum 

memutuskan untuk mewujudkan perilaku tersebut. 

Teori perilaku terencana (TPB) mengenal kemungkinan bahwa banyak 

perilaku yang semuanya dibawah kontrol penuh individu. Dalam Teori perilaku 

terencana, perilaku yang ditampilkan individu timbul karena adanya intensi untuk 

berperilaku. Intensi merupakan indikasi seberapa keras seseorang berusaha untuk 

menampilkan suatu perilaku. Jadi, semakin keras niat seseorang untuk terlibat 

dalam suatu perilaku maka semakin besar pula kecenderungan orang unuk 

melakukan perilaku tersebut. Teori perilaku terencana ini menjelaskan bahwa niat 

individu untuk berperilaku dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku (Attitude 
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Toward the Behavior), norma subjektif (Subjective Norm), dan persepsi kontrol 

perilaku (Perceived Behavioral Control).  

2.2 Teori Keagenan (Agency Theory) 

Jensen and Meckling dalam Jayanti dan Suardana (2019) menjelaskan 

Teori keagenan mendeskripsikan prinsip utama berupa hubungan kepentingan 

antara dua pihak yaitu pihak yang memberikan wewenang (principal) dengan 

pihak yang menerima wewenang (agent ) dalam suatu bentuk kerja sama yang 

dinamakan dengan “nexus of contract”. Pemerintah pusat yang mewakili rakyat 

sebagai pihak yang memberikan wewenang (principal) diperhitungkan hanya 

tertarik kepada laporan keuangan yang angka-angka di pos pembelanjaan sesuai 

dengan angka-angka yang diajukan dalam proposal dalam dana desa, sementara 

Pemerintah Desa sebagai pihak yang menerima wewenang (agent) akan 

semaksimal mungkin untuk menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan 

keinginan pemerintah pusat agar di masa mendatang bisa kembali memperoleh 

dana karena laporan keuangan memenuhi syarat dan baik (Murthy dan Jack, 2017) 

dalam Jayanti dan Suardana (2019). 

Conflict of interest terjadi dikarenakan perbedaan kepentingan diantara 

kedua pihak. Oleh karena perbedaan kepentingan inilah maka Pemerintah Desa 

sebagai pihak yang menerima wewenang (agent) menghadapi tekanan (pressure) 

untuk dapat menyajikan laporang keuangan yang sesuai dan memenuhi syarat, 

sehingga dengan harapan di masa mendatang memperoleh dana anggaran 

kembali. Gerbang menuju terjadinya fraud akan semakin terbuka apabila pihak 
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aparat Pemerintah Desa memiliki akses yang luas (capability) serta kesempatan 

dan peluang dalam pengelolaan keuangan desa (opportunity).  

2.3 Teori Fraud 

2.3.1    Fraud Triangle 

Menurut Statement on Auditing Standard (SAS) No 99, Consideration of 

Fraud in a Financial Statement Audit dan Arens, et al. dalam Rahmatika 

(2020:15) mengenalkan konsep Fraud Triangle merupakan pemicu dari terjadinya 

Fraud. Tindakan kecurangan terjadi karena adanya seperangkat kondisi yang 

kondusif bagi terjadinya tindakan tersebut. Seperangkat kondisi tersebut dikenal 

sebagai kondisi penyebab kecurangan (condision for fraud). 

Donald R. Cressey dalam Irianto dan Novianti (2018:42) mengembangkan 

teori Fraud Triangle berdasarkan pada penelitiannya mengenai penyebab 

mengapa orang-orang memutuskan  untuk melakukan Fraud dengan menyebutnya 

sebagai trust violator. Responden dari penelitian Cressey terdiri dari orang-orang 

yang diputuskan sebagai pelaku Fraud oleh pengadilan. Penelitian tersebut 

menunjukkan terdapat 3 alasan utama mengapa seseorang melakukan Fraud, 

antara lain: 1. Tekanan yang dihadapi pelaku (pressures); 2. Kesempatan yang 

dimiliki pelaku (opportunity); dan 3. Rasionalisasi dari dalam diri pelaku 

(rationalization). Ketiga unsur tersebut kemudian dikenal sebagai Fraud Triangle. 

1. Tekanan (Pressures) 

 Tekanan yang dialami seseorang untuk melakukan fraud dapat berasal dari 

dalam diri orang tersebut atau tekanan dari lingkungan. Tekanan keuangan, 

tekanan akibat kebiasaan buruk, dan tekanan dari lingkungan pekerjaan 
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merupakan salah satu contoh tekanan yang mendorong seseorang melakukan 

fraud. 

2. Kesempatan (Opportunity) 

 Kesempatan (Opportunity) merupakan faktor kedua dalam fraud triangle. 

Persepsi adanya kesempatan untuk melakukan fraud, pada umumnya dilihat 

seseorang atau pelaku fraud dari berbagai indicator, misalnya kurang ketatnya 

sistem pengendalian internal institusi. 

3. Rasionalisasi (Rationalization) 

 Dalam melaksanakan suatu tindakan dapat dipastikan dilandasi dengan 

rasionalisasi tertentu untuk memberikan justifikasi atau pembenaran atas 

tindakan tersebut, begitu pula dengan tindakan fraud. 

2.3.2    Fraud Diamond 

Teori Fraud Diamond adalah perkembangan dari teori fraud triangle. 

Menurut Wolfe dan Hermanson dalam Irianto dan Novianti (2018:45) terdapat 

empat hal yang menyebabkan terjadinya fraud, yaitu insentif/tekanan (kebutuhan 

atau dorongan melakukan fraud), peluang/kesempatan (kelemahan sistem yang 

dapat dimanfaatkan), rasionalisasi, dan kemampuan/kapabilitas 

(kemampuan/power yang dibutuhkan untuk melakukan fraud). Wolfe dan 

Hermanson dalam Irianto dan Novianti (2018:46) menyatakan sekalipun ada 

tekanan atau insentif yang didukung dengan kesempatan untuk melakukan fraud, 

ketika pelaku tidak memiliki kapabilitas/kuasa (power) yang memadai maka fraud 

sangat kecil kemungkinannya untuk dilakukan. Teori yang dikembangkan oleh 
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Wolfe dan Hermanson ini menambah pemahaman baru mengenai peran 

kapabilitas (power) dalam kejadian dan atau penilaian atas risiko terjadinya fraud. 

 Wolfe dan Hermanson dalam Irianto dan Novianti (2018:46) 

mengungkapkan lebih lanjut bahwa posisi strategis seseorang dalam suatu 

organisasi dapat memberikan kesempatan yang lebih luas untuk melakukan fraud 

dibandingkan dengan seseorang yang berada pada posisi menengah atau bawah. 

Keadaan yang demikian diakibatkan oleh deteksi dini terjadinya fraud lebih sulit 

dilakukan oleh satuan pengawasan internal perusahan, dibandingkan dengan fraud 

yang dilakukan pada level manajemen menengah atau bawah. 

 Selain posisi strategis yang dimiliki seseorang dalam sebuah perusahaan 

atau organisasi, pemahaman akan sifat-sifat seseorang, latar belakang pendidikan, 

dan lain lain perlu dilakukan dilakukan ketika hendak merumuskan strategi 

pencegahan fraud. Pelaku fraud lazimnya memiliki ego  yang kuat karena mereka 

harus memiliki keyakinan besar bahwa tindakannya tidak akan terdeteksi dan 

apabila terdeteksi mereka dapat dengan mudah untuk menghindari hukuman. 

2.3.3    Fraud Pentagon 

Perkembangan teori mengenai penyebab terjadinya fraud terus 

berkembang. Crowe Horwath pada tahun 2010 mengemukakan teori terbaru 

membahas mengenai faktor-faktor fraud lebih mendalam. Horwath dalam Irianto 

dan Novianti (2018:48) menyempurnakan teori fraud triangle yang dikemukakan 

oleh Cressey dengan menyertakan faktor kompetensi (competence) dan faktor 

arogansi (arrogance). Horwath dalam Irianto dan Novianti (2018:48) mendeteksi 

bahwa kedua faktor tersebut dapat berpengaruh terhadap terjadinya fraud. Karena 
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itu, teori yang dikemukakan oleh Horwath menjelaskan bahwa fraud dapat terjadi 

disebabkan oleh lima faktor, yaitu tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), 

rasionalisasi (rationalization), kompetensi (competence), dan arogansi 

(arrogance). Kelima faktor ini terdiri atas faktor-faktor keuangan dan non 

keuangan yang dapat menjadi penyebab mengapa fraud atas laporan keuangan 

dapat terjadi. 

Marks dalam Irianto dan Novianti (2018:49) menjelaskan terdapat poin 

penting mengenai perbedaan antara fraud triangle dan fraud pentagon. Marks 

dalam Irianto dan Novianti (2018:49) menjelaskan fraud triangle berfokus pada 

fraud yang dilakukan oleh manajemen tingkat menengah sedangkan fraud 

pentagon berfokus pada fraud yang dilakukan oleh manajemen tingkat atas seperti 

CEO, CFO, dan skema fraud yang lebih luas. Teori fraud pentagon menjelaskan 

manipulasi yang dilakukan oleh CEO dan CFO karena fraud yang dilakukan oleh 

manajemen tingkat atas menyebabkan kerugian yang paling besar. 

Teori fraud pentagon menemukan faktor terbaru mengenai penyebab 

terjadinya fraud yaitu arogansi. Keempat unsur lainnya telah dijelaskan oleh teori 

sebelumnya, sehingga bagian ini berfokus pada faktor arogansi. Horwath dalam 

Irianto dan Novianti (2018:49) menjelaskan arogansi merupakan sikap superior 

yang meyakini bahwa mereka memiliki kemampuan lebih yang lain dan merasa 

bahwa pengendalian internal tidak berlaku pada mereka. 

2.3.4    Pengertian Fraud 

The Association of Certified Fraud Examines (ACFE) dalam Abdul Halim 

(2015:140) menjelaskan kecurangan adalah segala sesuatu yang secara cekatan 
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dapat digunakan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara mengelabui, 

kelicikan, menutupi kebenaran, tipu daya, atau cara tidak jujur yang lain. 

Kecurangan akuntansi berdasarkan pandangan kriminal dikelompokkan 

sebagai kejahatan kerah putih (white-collar crime). Sutherland, sebagaimana 

menurut Geis dan Meier dalam Udayani dan Sari (2017) mengatakan bahwa 

kejahatan kerah putih dalam dunia usaha diantaranya berbentuk salah saji atas 

laporan keuangan, manipulasi di pasar modal, penyuapan komersial, penyuapan 

dan penerimaan suap oleh pejabat publik secara langsung atau tidak langsung, 

kecurangan atas pajak, serta kebangkrutan. 

Ikatan Akuntan Indonesia (2012) menjelaskan kecurangan akuntansi 

sebagai:  

1) Salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan 

yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau 

pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai 

laporan keuangan,  

2) Salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva 

(seringkali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan) yang 

berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan 

keuangan tidak disajikan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang 

Berlaku Umum (PABU) di Indonesia.   

Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI (2007) fraud dapat 

diartikan sebagai suatu jenis tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan 

sengaja untuk memperoleh sesuatu dengan cara menipu. Definisi fraud di atas 
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menunjukkan aspek dari fraud yaitu penipuan (deception), ketidakjujuran 

(dishonest), dan niat (intent). 

2.3.5    Pencegahan Fraud 

Menurut Karyono (2013:47) Pencegahan Fraud merupakan segala upaya 

untuk menangkal pelaku potensial, mempersempit ruang gerak, dan 

mengidentifikasi kegiatan yang beresiko terjadinya fraud. Segala bentuk 

kecurangan yang terdeteksi harus segera ditindak lanjuti secara tuntas tanpa 

pandang bulu siapa pelakunya agar mempunyai daya kerja mencegah. 

Fitrawansyah (2014:16) menjelaskan Pencegahan Fraud adalah aktivitas 

memerangi fraud dengan biaya yang murah. Pencegahan kecurangan bisa 

dianalogikan dengan penyakit, yaitu lebih baik mencegah daripada mengobati. 

Jika menunggu terjadinya fraud baru ditangani itu artinya sudah ada kerugian 

yang terjadi dan telah dinikmati oleh pihak tertentu, bandingkan bila kita berhasil 

mencegahnya tentu kerugian belum semuanya beralih ke pelaku fraud. 

Pencegahan fraud disektor publik dilakukan dengan mengeluarkan 

berbagai peraturan perundang-undangan yang menetapkan berbagai sanksi yang 

diharapkan dapat menangkal atau setidaknya dapat mengurangi terjadinya tindak 

kecurangan (Karyono, 2013:48) 

2.4 Moralitas Individu 

Menurut Bertens (1993) moralitas (dari kata sifat latin moralis) 

mempunyai arti yang pada dasarnya sama dengan “moral”. Kita berbicara tentang 

moralitas suatu perbuatan, artinya segi moral suatu perbuatan baik atau buruk. 

Moralitas adalah sifat moral/keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan 
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baik dan buruk. Welton (1994) menjelaskan bahwa kemampuan individu dalam 

menyelesaikan dilema etika dipengaruhi oleh level penalaran moralnya. Hasil dari 

beberapa studi yang dipaparkan dalam Liyanarachchi menunjukkan bahwa level 

penalaran moral individu mereka akan mempengaruhi perilaku etis mereka. Orang 

dengan level penalaran moral yang rendah berperilaku berbeda dengan orang yang 

memiliki level penalaran moral yang tinggi ketika menghadapi dilema etika.   

2.5 Kompetensi Aparatur 

Menurut Marwansyah (2012) kompetensi adalah perpaduan pengetahuan, 

keterampilan, sikap, dan karakteristik pribadi lainnya yang diperlukan untuk 

mencapai keberhasilan dalam sebuah pekerjaan, yang bisa diukur dengan 

menggunakan standar yang telah disepakati, dan yang dapat ditingkatkan melalui 

pelatihan dan pengembangan. Kompetensi meliputi aspek intent (niat), action 

(tindakan), dan outcome (hasil). Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu, yang 

mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan 

standar yang ditetapkan. Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk 

melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi oleh 

keterampilan dan pengetahuan (Wibowo, 2017:271). Kompetensi adalah 

karakteristik perilaku yang menggambarkan motif, sifat, konsep diri, nilai-nilai, 

pengetahuan dan keterampilan seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya 

dengan baik. Unsur-unsur kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan 

perilaku (Hafied, 2016:42). 
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2.6 Sistem Pengendalian Internal 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengenai 

Sistem Pengendalian intern Pemerintah (SPIP) yang dikeluarkan oleh pemerintah 

pada tahun 2008. Dalam PP tersebut menjelaskan bahwa SPIP bertujuan untuk 

memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya:  

a. efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan 

pemerintahan negara;  

b. keandalan Laporan Keuangan;  

c. pengamanan aset negara; dan  

d. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 menjelaskan sistem 

pengendalian internal merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan 

yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk 

memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui 

kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan 

aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang undangan. 

Menurut Hery (2014:11) pengendalian internal merupakan seperangkat 

kebijakan dan prosedur untuk melindungi asset atau kekayaan perusahaan dari 

segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi 

akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan 

(peraturan) hokum/undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau 

dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan. 
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Berikut merupakan tujuan dari pengendalian internal untuk memberikan 

jaminan yang memadai, bahwa (Hery,2014) : 

a. Aset yang dimiliki oleh perusahaan telah diamankan sebagaimana 

mestinya dan hanya digunakan untuk kepentingan perusahaan semata, 

bukan untuk kepentingan individu (perorangan) oknum karyawan 

tertentu. 

b. Informasi akuntansi perusahaan tersedia secara akurat dan dapat 

diandalkan, ini dilakukan dengan cara memperkecil resiko baik atas 

salah saji laporan keuangan yang disengaja (kecurangan) maupun yang 

tidak disengaja (kelalaian). 

c. Karyawan telah menaati hokum dan peraturan. 

2.7 Budaya Organisasi 

Menurut Hodgetts Richard M dan Fred Luthan dalam Tobari (2015:46) 

budaya organisasi merupakan norma-norma, nilai-nilai, filosofi, aturan-aturan dan 

iklim kerja pegawai. Hal ini tidak jauh berbeda yang dijelaskan oleh Sarplin 

budaya organisasi adalah suatu sistem nilai, kepercayaan dan kebiasaan dalam 

suatu organisasi yang saling berinteraksi dengan struktur sistem formalnya untuk 

menghasilkan norma-norma perilaku organisasi. 

Sutrisno (2018:2) menjelaskan budaya organisasi adalah suatu kekuatan 

sosial yang tidak tampak, yang dapat menggerakkan orang-orang dalam suatu 

organisasi untuk melakukan aktivitas kerja. Secara tidak sadar, tiap-tiap orang di 

dalam suatu organisasi mempelajari budaya yang berlaku di dalam organisasinya. 

Apabila ia sebagai orang baru supaya dapat diterima oleh lingkungan tempat 
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bekerja, ia berusaha mempelajari apa yang dilarang dan apa yang diwajibkan, apa 

yang baik dan apa yang buruk, apa yang benar dan apa yang salah, dan apa yang 

harus dilakukan dan apa yang harus tidak boleh dilakukan didalam organisasi 

tempat bekerja itu. 

Luthans dalam Tobari (2015:49) mengemukakan karakteristik budaya 

organisasi menjadi enam elemen, yaitu : 

a. Peraturan-peraturan perilaku yang harus dipatuhi 

Anggota organisasi saling berinteraksi dengan menggunakan tatacara, 

istilah, dan bahasa yang sama yang mencerminkan sikap yang lebih 

baik dan saling menghormati. 

b. Norma-norma 

Suatu standar mengenai perilaku yang ditampilkan termasuk pedoman 

tentang apa saja yang harus dilakukan, yaitu tidak berlebih tetapi juga 

tidak kurang. 

c. Nilai-nilai dominan 

Adanya nilai-nilai terpenting dalam organisasi yang diharapkan dianut 

oleh para anggotanya. Contohnya adalah mutu produk yang tinggi, 

tingkat absensi yang rendah, atau tingkat efesiensi yang tinggi. 

d. Filosofi  

Terdapat kebijakan atau peraturan yang mengarahkan organisasi 

tentang bagaimana memperlakukan karyawan dan/atau pelanggan. 

e. Aturan-aturan 
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Terdapat pedoman yang harus ditaati jika bergabung dengan 

organisasi. Anggota baru harus mempelajarinya untuk dapat diterima 

di dalam organisasi tersebut. 

f. Iklim organisasi 

Perasaan mengenai organisasi secara keseluruhan yang dicerminkan 

oleh tata letak fisik, cara para anggota berinteraksi, dan cara mereka 

berhubungan dengan pelanggan atau lingkungan diluar organisasi. 

2.8 Dana Desa 

2.8.1    Pengelolaan Keuangan Desa 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2018, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat 

dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan 

Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa. 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2018 tentang Asas Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 Ayat 1 bahwa 

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif 

serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Ayat 2 menjelaskan bahwa 

APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) 

tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 

Desember. Pengelolaan keuangan desa tidak lepas dari Kepala Desa dan 

perangkat Desa lainnya. 
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2.8.2    Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana Desa 

Penyaluran dana desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) ke Pemerintah Desa merupakan aspek penting Pemerintah Desa dalam 

pelaksanaan dana desa. Kendatipun dana desa merupakan hak dari Pemerintah 

Desa, tetapi dalam pelaksanaan penyaluran dana desa tetap melibatkan peran dan 

fungsi Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan Kewenangannya. 

Untuk mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta 

memastikan capaian penggunaan dana desa, proses penyaluran dana desa 

mempersyaratkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi terlebih dahulu, baik oleh 

Pemerintah Desa sebagai pengguna dana desa maupun oleh Kabupaten/Kota. 

Ketentuan terkait penyaluran dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 

No. 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, sebagaimana diubah 

dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2020, dan sebagaimana 

diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 50/PMK.07/2020 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 

Tentang Pengelolaan Dana Desa (Mulyani, 2017:37). 

2.8.2.1 Mekanisme Penyaluran 

Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap dari Pemerintah Pusat 

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke Kabupaten/Kota 

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan selanjutnya ke 

Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dana Desa 

disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum 

Daerah (RKUD) oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) 
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melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), dan penyaluran Dana 

Desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) 

dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) yang menyalurkan dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).  

Berdasarkan PMK No. 40/PMK.07/2020 Pasal 23, Penyaluran Dana Desa 

dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen); 

b. Tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); 

c. Tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen). 

Berdasarkan PMK No. 40/PMK.07/2020 Pasal 23, Penyaluran Dana Desa 

untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan 

ketentuan sebagai berikut : 

a. Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 60% (enam puluh persen); 

dan 

b. Tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen). 

Desa mandiri merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap 

tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi dalam Indeks Desa. 

2.8.2.2 Persyaratan Penyaluran 

Berdasarkan PMK No. 50/PMK.07/2020 Pasal 24, Penyaluran Dana Desa 

dilaksanakan setelah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) 

selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran Dana Alokasi Khusus 
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(DAK) Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari 

Bupati/Wali Kota, dengan ketentuan : 

a. Tahap I berupa: 

1. Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai tata cara pembagian dan 

penetapan rincian Dana Desa setiap Desa atau Keputusan 

Bupati/Wali Kota mengenai penetapan rincian Dana Desa setiap 

Desa; dan 

2. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; 

b. Tahap II tanpa dokumen persyaratan; 

c. Tahap III berupa: 

1. Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai tata cara pembagian dan 

penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dan peraturan 

Bupati/Wali Kota mengenai perubahan tata cara pembagian dan 

penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; 

2. Peraturan Desa mengenai APBDes; 

3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa 

tahun anggaran sebelumnya; 

4. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa 

sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling 

sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran 

menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan 

5. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun 

anggaran sebelumnya.  



28 
 

 

Berdasarkan PMK No. 50/PMK.07/2020 Pasal 24, Penyaluran Dana Desa 

untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilaksanakan setelah Kepala Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 

Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa menerima 

dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati/Wali Kota, dengan ketentuan : 

a. Tahap I berupa: 

1. Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai tata cara pembagian dan 

penetapan rincian Dana Desa setiap Desa atau Keputusan 

Bupati/Wali Kota Mengenai penetapan rincian Dana Desa setiap 

Desa; dan 

2. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa. 

b. Tahap II berupa: 

1. Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai tata cara pembagian dan 

penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dan peraturan 

Bupati/Wali Kota mengenai perubahan tata cara pembagian dan 

penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; 

2. Peraturan Desa mengenai APBDes; 

3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa 

tahun anggaran sebelumnya; 

4. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa 

tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 

50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling 

sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan 
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5. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun 

anggaran sebelumnya. 

Berdasarkan PMK No. 50/PMK.07/2020 Pasal 25, Dalam rangka 

penyampaian dokumen persyaratan penyaluran. Kepala Desa menyampaikan 

dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati/Wali Kota, dengan ketentuan : 

a. Tahap I tanpa dokumen persyaratan; 

b. Tahap II tanpa dokumen persyaratan; dan 

c. Tahap III berupa: 

1. Peraturan Desa mengenai APBDes; 

2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa 

tahun anggaran sebelumnya; 

3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa 

sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling 

sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran 

menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan 

4. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun 

anggaran sebelumnya. 

Berdasarkan PMK No. 50/PMK.07/2020 Pasal 25, Dalam rangka 

penyampaian dokumen persyaratan penyaluran untuk Desa berstatus Desa 

Mandiri. Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada 

Bupati/Wali Kota, dengan ketentuan : 

a. Tahap I tanpa dokumen persyaratan; dan 

b. Tahap II berupa: 
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1. Peraturan Desa mengenai APBDes; 

2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa 

tahun anggaran sebelumnya; 

3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa 

tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 

50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling 

sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan 

4. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun 

anggaran sebelumnya. 

2.8.2.3 Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Desa 

Proses pelaporan keuangan desa dengan Kepala Desa menyampaikan 

laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 

ke Bupati/Wali Kota melalui Camat berupa laporan Semester I dan Semester II, 

dan Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada 

Bupati/Wali Kota melalui camat (Mulyani, 2017:64). 

Standar dalam pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pengelolaan 

keuangan desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 

Tentang Pengelolaan Dana Desa.  
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Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

20 Tahun 2018, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban 

realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun 

anggaran, laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan 

setalah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

Peraturan Desa disertai dengan : 

a. Laporan Keuangan, terdiri atas : 

1. Laporan realisasi APB Desa; dan 

2. Catatan atas laporan keuangan. 

b. Laporan realisasi kegiatan; dan 

c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang 

masuk ke Desa. 

Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

(APBDes) semester I paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan dan semester II 

paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya. Laporan Realisasi dan 

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa (APBDes) diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan 

dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat (Mulyani, 

2017:64). 

2.9 Pandangan Islam 

Dalam Al-Qur’an Allah SWT. Memberikan ancaman kepada orang-orang 

yang melakukan curang yang artinya sebagai berikut (QS. Al Muthaffifin : 1-6). 
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Artinya: “1). Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, 2). 

(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, 

mereka minta dipenuhi, 3).dan apabila mereka menakar atau menimbang 

untuk orang lain, mereka mengurangi. 4). Tidaklah orang-orang itu 

menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan 5). pada 

suatu hari yang besar, 6). (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap 

Tuhan semesta alam”.(QS. Al Muthaffifin : 1-6). 

Ayat diatas menjelaskan bahwa dilarang dalam melakukan kecurangan. 

Allah memulai surat dengan suatu ancaman bagi orang–orang yang curang dalam 

timbangan (al-muthaffifin) dengan kalimat “wail” artinya celakalah, suatu indikasi 

bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih . Siapakah al-muthaffifin dan 

mengapa diancam demikian? Mereka adalah orang-orang yang jika menerima 

takaran mereka minta ditambah dan jika mereka menimbang atau menakar mereka 

mengurangi. Merekalah orang-orang yang curang dalam jual beli, mereka tidak 

beriman dengan adanya hari kiamat, hari kebangkitan, hari yang sangat besar, hari 

pertanggungjawaban atas apa yang diperbuat. 
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2.10 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No 
Nama 

Peneliti 
Judul Variabel Hasil Penelitian 

1. 
Kadek 

Widiyarta, 

dkk (2017) 

Pengaruh Kompetensi 

Aparatur, Budaya 

Organisasi, 

Whistleblowing Dan 

Sistem Pengendalian 

Internal Terhadap 

Pencegahan Fraud 

Dalam Pengelolaan 

Dana Desa (Studi 

Empiris Pada 

Pemerintah Desa Di 

Kabupaten Buleleng) 

Variabel bebas 

yang digunakan 

adalah 

kompetensi 

aparatur, budaya 

organisasi, 

whistleblowing, 

dan sistem 

pengendalian 

internal. 

Variabel terikat 

yang digunakan 

pencegahan 

fraud dalam 

pengelolaan dana 

desa. 

Semua variabel 

bebas 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

pencegahan 

fraud dalam 

pengelolaan dana 

desa 

2. 

 

Putu Santi 

Putri Laksmi,  

I Ketut 

Sujana 

(2019) 

 

Pengaruh Kompetensi 

SDM, Moralitas dan 

Sistem Pengendalian 

Internal Terhadap 

Pencegahan Fraud 

Dalam Pengelolaan 

Keuangan Desa 

Variabel bebas 

yang digunakan 

adalah 

kompetensi 

SDM, moralitas, 

dan sistem 

pengendalian 

internal. 

Variabel terikat 

yang digunakan 

pencegahan 

fraud dalam 

pengelolaan 

keuangan desa.  

Semua variabel 

bebas 

berpengaruh 

positif terhadap 

pencegahan 

fraud dalam 

pengelolaan 

keuangan desa. 

3. 

Luh Sri Isa 

Dewi Jayanti 

dan Ketut 

Alit 

Suardana 

(2019) 

 

 

Pengaruh Kompetensi 

SDM, Moralitas, 

whistleblowing, dan SPI 

Terhadap Pencegahan 

fraud Dalam 

Pengelolaan Keuangan 

Desa 

Variabel bebas 

yang digunakan 

adalah 

kompetensi 

SDM, moralitas, 

whistleblowing, 

dan SPI. 

Variabel terikat 

yang digunakan 

Semua variabel 

bebas 

berpengaruh 

positif terhadap 

pencegahan 

fraud dalam 

pengelolaan 

keuangan desa. 
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pencegahan 

fraud dalam 

pengelolaan 

keuangan desa. 

4. 
Laila Nur 

Rahimah, 

dkk (2018) 

Pengaruh Penyajian 

Laporan Keuangan 

Desa, Lingkungan 

Pengendalian Dan 

Moralitas Individu 

Terhadap Pencegahan 

fraud Yang Terjadi 

Dalam Pengelolaan 

Alokasi Dana Desa  

 (Studi Kasus di Desa 

Sukamantri, Desa 

Sukamanah, Desa 

Sukaresmi dan Desa 

Gunungjaya Kecamatan 

Cisaat Kabupaten 

Sukabumi) 

Variabel bebas 

yang digunakan 

adalah penyajian 

laporan 

keuangan desa, 

lingkungan 

pengendalian 

dan moralitas 

individu. 

Variabel terikat 

yang digunakan 

pencegahan 

fraud yang 

terjadi dalam 

pengelolaan 

alokasi dana 

desa. 

Penyajian 

laporan 

keuangan desa 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

pencegahan 

fraud yang 

terjadi dalam 

pengelolaan 

alokasi dana 

desa. 

Lingkungan 

pengendalian 

dan moralitas 

individu 

berpengaruh 

terhadap 

pencegahan 

fraud yang 

terjadi dalam 

pengelolaan 

alokasi dana 

desa. 

5. 
Faridatul 

Islamiyah, 

dkk (2020) 

Pengaruh Kompetensi 

Aparatur Desa, 

Moralitas, Sistem 

Pengendalian Internal, 

Dan Whistleblowing 

Terhadap Pencegahan 

Fraud Dalam 

Pengelolaan Dana Desa 

Di Kecamatan Wajak 

Variabel bebas 

yang digunakan 

adalah pengaruh 

kompetensi 

aparatur desa, 

moralitas, sistem 

pengendalian 

internal, dan 

whistleblowing. 

Variabel terikat 

yang digunakan 

Pencegahan 

Fraud Dalam 

Pengelolaan 

Dana Desa 

Semua variabel 

bebas 

berpengaruh 

positif terhadap 

Pencegahan 

Fraud Dalam 

Pengelolaan 

Dana Desa 

6. 
Dwi Nur 

Huljanah 

(2019) 

Pengaruh Kompetensi 

Aparatur, Sistem 

Pengendalian Internal, 

Variabel bebas 

yang digunakan 

adalah pengaruh 

Kompetensi 

aparatur dan 

Sistem 
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dan Moralitas Individu 

Terhadap Pencegahan 

Fraud Pengelolaan 

Keuangan Desa 

kompetensi 

aparatur, sistem 

pengendalian 

internal, dan 

moralitas 

individu 

Variabel terikat 

yang digunakan 

Pencegahan 

Fraud Dalam 

Pengelolaan 

Keuangan Desa 

pengendalian 

internal tidak 

berpengaruh 

terhadap 

pencegahan 

fraud 

pengelolaan 

keuangan desa 

dan Moralitas 

individu 

berpengaruh 

terhadap 

pencegahan 

fraud 

pengelolaan 

keuangan desa 

 Sumber : dari berbagai sumber yang diolah 

2.11 Desain Penelitian 

Gambar 2.1 

Desain Penelitian 

 

 

 H1 

 H2  

 

 H3 

 H4 

    

 

  H5 

 

 

Moralitas Individu 

(X1) 

Kompetensi Aparatur 

(X2) 

 

Budaya Organisasi 

(X4) 

Sistem Pengendalian 

Internal 

(X3) 

Pencegahan Fraud 

Pengelolaan Keuangan 

Desa 

(Y) 
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Keterangan : 

 Menggambarkan pengaruh secara parsial 

 Menggambarkan pengaruh secara simultan 

2.12 Pengembangan Hipotesis 

2.12.1 Pengaruh Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud 

Pengelolaan Keuangan Desa 

Moralitas dapat mempengaruhi etika atau perbuatan yang dilakukan oleh 

seseorang. Moralitas individu akan berhubungan pada kecenderungan seseorang 

untuk melakukan kecurangan akuntansi yang dinyatakan oleh Dennyningrat dan 

Suputra (2018) dalam Jayanti dan Suardana (2019). Menurut Rahimah et al. 

(2018) dalam Jayanti dan Suardana (2019), individu yang mempunyai tingkat 

moral yang tinggi akan dapat mencegah terjadinya kecurangan karena individu 

yang mempunyai moral yang tinggi akan menaati aturan sesuai dengan prinsip-

prinsip etika universal, begitupun sebaliknya, individu yang memiliki moral yang 

rendah cenderung membuat keputusan berdasarkan hak yang diinginkan oleh 

dirinya sendiri dan tidak menaati peraturan dan kewajiban yang diinginkan oleh 

dirinya. 

Hasil penelitian dari Jayanti dan Suardana (2019) menyatakan bahwa 

berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa, moralitas 

berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa. 

Hal ini berarti, semakin tinggi moralitas yang dimiliki maka semakin tinggi pula 

pencegahan terhadap fraud dalam pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan uraian 

tersebut maka dibuat hipotesis : 
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H1 :  Moralitas Individu secara parsial berpengaruh terhadap pencegahan 

fraud pengelolaan keuangan desa pada Pemerintah Desa di 

Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. 

2.12.2 Pengaruh Kompetensi Aparatur Terhadap Pencegahan Fraud 

Pengelolaan Keuangan Desa 

Sugiarti dan Ivan (2017) dalam Laksmi dan Sujana (2019) menjelaskan 

bahwa kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitasnya yaitu 

kemampuan seorang individu, suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem 

untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai 

tujuannya secara efektif dan efesien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan 

untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan output dan outcome. Di dalam 

pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa harus memiliki kompentensi sumber 

daya manusia yang berkualitas yang didukung dengan latar belakang pendidikan, 

pengalaman, mengikuti pelatihan, mengerti tentang akuntansi dan keuangan desa 

dan memahami peraturan serta prosedur mengenai pengelolaan keuangan desa 

berserta tujuan dana tersebut diberikan oleh Pemerintah. Hal tersebut di perlukan 

agar tidak terjadi kekeliruan dalam pengelolaan keuangan desa dan 

ketidaksesuaian laporan yang dibuat berdasarkan standar pengelolaan keuangan 

yang sudah di tetapkan oleh Pemerintah. 

Hasil penelitian dari Widiyarta, Herawati dan Atmadja (2017) 

menyatakan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pencegahan fraud. 

Hubungan antara kompetensi aparatur terhadap pencegahan fraud dalam 

pengelolaan dana desa adalah semakin tinggi kompetensi aparatur yang dimiliki 
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maka akan berdampak pada meningkatnya pencegahan fraud dalam pengelolaan 

keuangan desa. Berdasarkan uraian tersebut maka dibuat hipotesis : 

H2 :  Kompetensi aparatur secara parsial berpengaruh terhadap 

pencegahan fraud pengelolaan keuangan desa pada Pemerintah Desa 

di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. 

2.12.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud 

Pengelolaan Keuangan Desa 

 Sistem pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengawasi, 

mengarahkan serta mengukur sumber daya suatu lembaga atau organisasi serta 

memiliki peran yang penting di dalam pencegahan dan pendeteksian adanya 

tindakan fraud atau kecurangan. Pengendalian internal harus memiliki kebijakan 

dan prosedur yang jelas yang bertujuan agar dapat menjamin dan menyediakan 

laporan informasi keuangan yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan 

(Wardani dan Ika, 2017) dalam Laksmi dan Sujana (2019). Dengan adanya sistem 

pengendalian internal maka proses pengelolaan keuangan desa dapat diarahkan, 

diawasi dan dapat dideteksi apabila terdapat penyelewengan sehingga laporan 

tersebut dapat dipertanggungjawabkan (Laksmi dan Sujana, 2019). 

Hasil penelitian dari Laksmi dan Sujana (2019) menyatakan bahwa Sistem 

pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam 

pengelolaan keuangan desa. Semakin memadai sistem pengendalian internal 

dalam lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, 

informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian internal dapat 
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mencegah kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan uraian 

tersebut maka dibuat hipotesis : 

H3 : Sistem Pengendalian Internal secara parsial berpengaruh terhadap 

pencegahan fraud pengelolaan keuangan desa pada Pemerintah Desa 

di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. 

2.12.4 Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Fraud 

Pengelolaan Keuangan Desa 

Budaya organisasi merupakan norma-norma, nilai, asumsi, kepercayaan, 

kebiasaan yang dibuat dalam suatu organisasi dan disetujui oleh semua anggota 

organisasi sebagai pedoman atau acuan dalam organisasi dalam melakukan 

aktivitasnya baik yang diperuntukkan bagi karyawan maupun untuk kepentingan 

orang lain. Dihubungkan dengan permasalahan kecurangan, salah satu faktor yang 

bisa mencegah kecurangan menurut Arens (2008:441) dalam Widiyarta, Herawati,  

dan Atmadja (2017) adalah budaya yang jujur dan etika yang tinggi. Kecurangan 

dapat dicegah dengan meningkatkan budaya organisasi yang dapat dilakukan 

dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip Good Corparate Governance. 

Dengan budaya organisasi yang baik dalam suatu instansi dipercaya mampu 

meminimalisir kemungkinan fraud untuk terjadi. 

Hasil penelitian dari Widiyarta, Herawati,  dan Atmadja (2017) 

menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara budaya 

organisasi terhadap pencegahaan fraud dalam pengelolaan dana desa. Hal ini 

berarti semakin tinggi budaya organisasi maka semakin tinggi tingkat 
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pencegahaan fraud dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian tersebut 

maka dibuat hipotesis : 

H4 :  Budaya Organisasi secara parsial berpengaruh terhadap pencegahan 

fraud pengelolaan keuangan desa pada Pemerintah Desa di 

Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. 

2.12.5 Pengaruh Moralitas Individu, Kompetensi Aparatur, Sistem 

Pengendalian Internal, dan Budaya Oragnisasi Terhadap Pencegahan 

Fraud Pengelolaan Keuangan Desa 

Menurut Donald R. Cressey dalam Tuanakotta (2012;205) dalam 

Rahimah, Murni, dan Lysandra (2018) mengemukakan 3 (tiga) faktor yang 

melatarbelakangi tindakan kecurangan, diantaranya tekanan (pressure), peluang 

(opportunity), dan rasionalisasi (rationalization). Ketiga faktor tersebut dikenal 

juga dengan fraud triangle dalam istilah akuntansi. Kecurangan akan dilakukan 

jika ada kesempatan dimana seseorang harus memiliki akses terhadap aset atau 

memiliki wewenang untuk mengatur prosedur pengendalian yang 

memperkenankan dilakukannya skema kecurangan (Prawira, et. al: 2014 dalam 

Rahimah, Murni, Lysandra (2018). Berdasarkan uraian tersebut maka dibuat 

hipotesis : 

H5 :  Moralitas Individu, Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendalian 

Internal, dan Budaya Organisasi secara simultan berpengaruh 

terhadap pencegahan fraud pengelolaan keuangan desa pada 

Pemerintah Desa di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten 

Bengkalis. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, dimana peneliti 

mencoba menjelaskan hubungan yang signifikan antara variabel independen 

melalui uji statistik yang menggunakan kuisioner sebagai alat ukur (Bungin, 

2013:68). Dimana informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan 

kuesioner dengan menggunakan suatu teknik pengumpulan informasi yang 

dilakukan dengan cara menyusun daftar pernyataan yang diajukan pada 

responden. 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek 

yang mempunyai kuatitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013:115). Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur desa yang bekerja di Pemerintah Desa 

di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, yaitu sebanyak tiga belas 

Desa.  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi 

tersebut (Sugiyono, 2013:116). Sampel yang digunakan adalah seluruh aparat desa 

yang ikut berpartisipasi dalam sistem pengendalian intern desa yang ada pada 

Pemerintah Desa di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. 

Pada penelitian ini teknik penentuan sampel yang diambil adalah purposive 

sampling yaitu sampel ditentukan berdasarkan kriteria tertentu, yakni Kepala Desa, 
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Sekertaris Desa, Bendahara Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di 

Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, karena mereka lebih memahami 

seluruh kegiatan desa dan paham akan masalah kecurangan, selain itu pada umumnya 

mereka terlibat dalam kegiatan keuangan didesa tersebut. 

Tabel 3.1. 

Daftar Pemerintah Desa di Kecamatan Bathin Solapan 

No Nama Desa 
Kepala 

Desa 

Sekretaris 

Desa 

Bendahara 

Desa 

Badan 

Permusyawaratan 

Desa (BPD) 

1. Air Kulim 1 1 1 1 

2. Balai Makam 1 1 1 1 

3. Bathin Sobanga 1 1 1 1 

4. Boncah Mahang 1 1 1 1 

5. Buluh Manis 1 1 1 1 

6. Bumbung 1 1 1 1 

7. Kesumboampai 1 1 1 1 

8. Pamesi 1 1 1 1 

9. Pematang Obo 1 1 1 1 

10. Petani 1 1 1 1 

11. Sebangar 1 1 1 1 

12. Simpang Padang 1 1 1 1 

13. Tambusai Batang Dui 1 1 1 1 

Jumlah 13 13 13 13 

Jumlah Keseluruhan Sampel 52 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer. Pada 

penelitian ini data primer langsung didapatkan dari responden, dengan cara 

memberikan kuesioner yang dilakukan sendiri oleh peneliti dari responden. Data 

ini berupa kuesioner yang telah diisi oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, 

Bendahara Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang menjadi 

responden terpilih dalam penelitian ini. Data diperoleh langsung dari Kepala 

Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
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di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. Selain itu pengumpulan data 

dengan mempelajari dasar teori dari buku-buku ekonomi, dan mengambil 

literatur-literatur seperti: buku, artikel, jurnal, dan sejenisnya yang berhubungan 

dengan apa yang diteliti oleh peneliti. 

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

3.4.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pencegahan fraud. Variabel 

pencegahan fraud diukur dengan skala likert skor 1-5. Data yang digunakan 

berupa data numerik yang diperoleh dari penjumlahan total skor setiap indikator. 

Tabel 3.2 

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Dependen 

 

No Variabel Definisi Indikator 
Skala 

Pengukuran 

1 Pencegahan 

Fraud (Y) 

Pencegahan fraud 

merupakan 

aktivitas yang 

dilakukan dalam 

hal penetapan 

kebijakan, sistem 

dan prosedur yang 

membantu bahwa 

tindakan yang 

diperlukan untuk 

menghilangkan 

atau menekan 

sebab-sebab 

timbulnya 

kecurangan 

(Widiyarta, 

Herawati, dan 

Atmadja, 2017) 

1. Menanamkan kesadaran 

tentang adanya kecurangan 

(Fraud awareness) 

2. Swakelola dan partisipatif 

3. Transparan 

4. Akuntabel 

5. Tertib administrasi dan 

pelaporan 

6. Saling percaya 

Sumber: (Widiyarta, 2018) 
Likert 
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3.4.2 Variabel Independen 

Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari empat variabel, yaitu 

kompetensi aparatur, moralitas individu, sistem pengendalian internal, dan budaya 

organisasi. Variabel kompetensi aparatur, moralitas individu, sistem pengendalian 

internal, dan budaya organisasi diukur dengan skala likert skor 1-5. Data yang 

digunakan berupa data numerik yang diperoleh dari penjumlahan total skor setiap 

indikator. 

Tabel 3.3 

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Independen 

 

No Variabel Definisi Indikator 
Skala 

Pengukuran 

1 Moralitas 

Individu 

(X1) 

Moralitas atau moral 

merupakan baik 

buruknya sikap atau 

perilaku yang 

dimiliki oleh 

seseorang (Junia, 

2016) dalam Laksmi 

dan Sujana (2019). 

1. Kesadaran seorang pegawai 

terhadap tanggung jawab 

suatu entitas 

2. Nilai kejujuran dan etika 

3. Menaati setiap aturan yang 

berlaku di dalam entitas 

4. Sikap individu dalam 

melakukan tindakan tidak 

jujur 

Sumber: (Rahimah, Yetty, dan 

Santi, 2018) 

Likert 

2 Kompetensi 

Aparatur 

(X2) 

Kompetensi sumber 

daya manusia 

merupakan 

kemampuan yang 

dimiliki seseorang 

atau individu dalam 

menghadapi situasi 

atau keadaan dalam 

melaksanakan 

tanggungjawab 

pekerjaanya 

(Laksmi dan Sujana, 

2019).  

 

1. Latar belakang dan tingkat 

pendidikan 

2. Prinsip-prinsip good 

governance 

3. Sikap dan perilaku aparatur 

4. Peran kemasyarakatan dan 

aparatur 

5. Penguasaan pengetahuan 

dan keahlian 

6. Kemampuan berkarya 

Sumber: (Widiyarta, 2018) 

Likert 

3 Sistem 

Pengendalian 

Sistem pengendalian 

internal merupakan 

1. Lingkungan pengendalian 

2. Penilaian risiko 
Likert 
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Internal (X3) proses yang integral 

pada tindakan dan 

kegiatan yang 

dilakukan secara 

terus menerus oleh 

pimpinan dan 

seluruh pegawai 

untuk memberikan 

keyakinan memadai 

atas tercapainya 

tujuan organisasi 

melalui kegiatan 

yang efektif dan 

efisien, keandalan 

pelaporan keuangan, 

pengamanan aset 

negara, dan ketaatan 

terhadap peraturan 

perundang 

undangan (PP No. 

60 tahun 2008). 

3. Informasi dan komunikasi 

4. Aktivitas Pengendalian 

Sumber: (Widiyarta, 2018) 

4 Budaya 

Organisasi 

(X4) 

Budaya organisasi 

adalah suatu sistem 

nilai, kepercayaan 

dan kebiasaan dalam 

suatu organisasi 

yang saling 

berinteraksi dengan 

struktur sistem 

formalnya untuk 

menghasilkan 

norma-norma 

perilaku organisasi 

(Aziz Wahab, 

2008). 

1. Inisiatif individual 

2. Pengarahan 

3. Dukungan pemimpin 

4. Kontrol 

5. Sistem imbalan 

6. Pola Komunikasi 

7. Integritas 

8. Komitmen 

9. Ketulusan 

Sumber: (Widiyarta, 2018) 

Likert 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda 

(multiple regression), yaitu menganalisis pengaruh variabel-variabel independen 

terhadap variabel dependen. Kemudian dilakukan pengecekan dengan melakukan 

plot data untuk melihat adanya data linear atau tidak linear, yang dilakukan 
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dengan menggunakan bantuan program computer Statistical Product and Service 

Solutions (SPSS) Versi 25. Adapun teknik analisis data pada penelitian ini terdiri 

dari:  

3.5.1 Statistik Deskriptif  

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, nilai minimun dan 

maksimum, sum, range, kurtosis dan skewness (Ghozali, 2013:19). Menurut 

Rambat dan Ridho (2013:84) statistik deskriptif merupakan bagian dari statistika 

yang mempelajari alat, teknik ataupun prosedur yang ditujukan untuk 

mendapatkan gambaran atau mendeskripsikan sekumpulan data dari hasil 

pengamatan. Fungsi analisis deskriptif adalah memberikan gambaran umum untuk 

melihat karakteristik data yang kita peroleh. Gambaran umum ini bisa menjadi 

acuan untuk melihat karakteristik data yang diperoleh. 

3.5.2 Uji Kualitas Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuisioner, sehingga 

kualitas kuisioner, kesungguhan responden dalam menjawab pertanyaan dan 

faktor situasional merupakan suatu yang berperan sangat penting dalam penelitian 

ini. Keabsahan suatu hasil penelitian sangat ditentukan oleh alat pengukur pada 

variabel yang akan diteliti. Jika alat yang dipakai dalam proses pengumpulan data 

tidak andal atau tidak bisa dipercaya, maka hasil penelitian yang didapat tidak 

akan bisa menggambarkan keadaan yang sebenarnya, oleh karena itu dalam 

penelitian ini diperlukannya uji reliabilitas dan uji validitas. 
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3.5.2.1 Uji Validitas 

Menurut Ghozali (2013:52) uji validitas digunakan untuk mengukur sah 

atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika 

pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan 

diukur oleh kuesioner tersebut. Jadi, validitas ingin mengukur apa yang hendak 

kita ukur. Teknik yang digunakan untuk melakukan uji validitas adalah dengan 

menggunakan korelasi. Perhitungan dilakukan dengan membandingkan nilai r 

hitung dengan r tabel untuk degree of freedom (df) = n-2, dalam hal ini n adalah 

jumlah sampel (Ghozali, 2013:53). Jika 𝑟 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 lebih besar dari 𝑟 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 pada 

signifikasi 0,05 dan nilai positif maka butir atau pertanyaan atau indikator tersebut 

dinyatakan valid. 

3.5.2.2 Uji Reliabilitas 

Menurut Ghozali (2013) reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu 

kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Untuk 

mengetahui reliabel atau tidaknya suatu variabel maka dilakukan uji statistic 

dengan cara melihat Cronbach Alpha (α). Kriteria yang digunakan adalah suatu 

konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 

0,60. Hasil pengujian reliabilitas ini menggunakan SPSS yang mana dikatakan 

reliabel apabila nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,60 (nilai standar). 

3.5.3 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik ialah pengujian terhadap asumsi-asumsi statistik yang 

harus dipenuhi pada analisis regresi linier berganda yang berbasis ordinary least 

square (OLS). Uji asumsi klasik digunakan untuk memastikan bahwa pada model 
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regresi tidak terjadi penyimpangan baik normalitas data, multikolinieritas, dan 

heteroskedastisitas. 

3.5.3.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 

2013:160). Uji normalitas yang digunakan yaitu analisis kolmograv-smirnov 

dengan menggunakan taraf signifikan 0,05. Dasar penarikan kesimpulan adalah 

data dikatakan berdistribusi normal apabila ρ-kolmograv-smrinov test >0,05 

(Ghozali, 2013:161). 

3.5.3.2 Uji Multikoliniearitas 

Uji multikoliniearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresiditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (independen). Untuk 

mendeteksi multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat (1) nilai tolerance 

dan lawannya (2) Variance Inflating Factor (VIF). Kedua ukuran ini 

menunjukkan setiap independen manakah yang dijelaskan oleh variabel 

independen lainnya. Batas dari VIF adalah 10 dan nilai tolerance value adalah 

0,1. Jika nilai VIF ≥ 10 dan nilai tolerance value ≤ 0,1 maka terjadi 

multikolinearitas, model regresi bebas dari multikolinieritas apabila nilai tolerance 

> 0,10 dan nilai VIF < 10  (Ghozali, 2013:105). 

3.5.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke 
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pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika beda disebut 

Heteroskedastisitas (Ghozali, 2013:139). Model regresi yang baik adalah tidak 

terdapat heteroskedastisitas. Uji ini dilakukan dengan melihat grafik scatterplots 

dan metode Uji Glejser yang mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual 

terhadap variabel independen dengan persamaan regresi |Ut| = α + βXt + vt. 

3.5.4 Analisis Regresi Linear Berganda 

Penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda yang bertujuan 

untuk menguji hubungan pengaruh antara saru variabel terhadap variabel lain. 

Untuk regresi yang variabel independennya terdiri atas dua atau lebih, regresinya 

disebut juga regresi berganda. Oleh karena variabel independen diatas mempunyai 

variabel yang lebih dari dua, maka regresi dalam penelitian ini disebut regresi 

berganda. Persamaan regresi dalam peneltian ini adalah untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh variabel independen atau bebas yaitu Moralitas Individu 

(X1), Kompetensi Aparatur (X2), Sistem Pengendalian Internal (X3), dan Budaya 

Organisasi (X4) terhadap Pencegahan fraud (Y). 

Rumus matematis dari regresi berganda yang digunkana dalam peneltian 

ini adalah: 

Y  α  β1X1  β2X2  β3X3  β4X4  e 

Keterangan: 

Y : Pencegahan fraud 

α : Konstanta 

X1 : Moralitas Individu  

X2 : Kompetensi Aparatur 
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X3 : Sistem Pengendalian Internal  

X4 : Budaya Organisasi 

β1 – β4 : Koefisien regresi berganda 

E : error term 

3.5.5 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis bertujuan untuk menganalisis data-data yang telah diperoleh 

dan membuat kesimpulan dari hasil analisis data yang diperoleh tersebut, apakah 

variabel independen (bebas) berpengaruh terhadap variabel dependen (terikat), 

dengan kata lain bertujuan untuk menguji apakah hipotesis atas penelitian ini 

diterima atau tidak (Ghozali, 2013). 

3.5.5.1 Uji Parsial (Uji Statistik t)  

Uji t ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel 

independen (X1, X2,…..Xn) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen (Y). Hasil uji t dapat dilihat pada tabel coefficients pada kolom 

sig (significance). Jika probabilitas nilai t atau signifikansi < 0,05, maka dapat 

dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat 

secara parsial. Namun, jika probabilitas nilai t atau signifikansi > 0,05, maka 

dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara masing-

masing variabel bebas terhadap variabel terikat (Ghozali, 2013:99). 

3.5.5.2 Uji Simultan (Uji Statistik F)  

Uji f ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen atau 

bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama 
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terhadap variabel dependen atau terikat. Secara bebas dengan signifikan sebesar 

0,05, dapat disimpulkan (Ghozali, 2013:98).  

a. Jika nilai signifikan< 0,05 maka Ha diterima dan Ho ditolak, ini berarti 

menyatakan bahwa semua variable independen atau bebas tidak 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variable dependen 

atau terikat.  

b. Jika nilai signifikan> 0,05 maka Ha ditolak dan Ho diterima, ini berarti 

menyatakan bahwa semua variable independen atau bebas mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variable dependen atau terikat.  

3.5.5.3 Uji Koefisien Determinasi (R²)  

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat 

terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel dependen. 

Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (crossection) relatif 

rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, 

sedangkan untuk data runtun waktu (time series) biasanya mempunyai niali 

koefisien determinasi yang tinggi. Kelemahan mendasar penggunaan koefisien 

determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan 

kedalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R² pasti 
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meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel dependen. Oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk 

menggunakan nilai Adjusted R² pada saat mengevaluasi mana model regresi 

terbaik. Tidak seperti R², nilai Adjusted R² dapat naik atau turun apabila satu 

variabel independen ditambahkan kedalam model. 

Dalam kenyataan nilai adjusted R² dapat bernilai negatif, walaupun yang 

dikehendaki harus bernilai positif. Jika dalam uji empiris didapat nilai adjusted R² 

negatif, maka nilai adjusted R² dianggap nol. Secara matematis jika R² = 1, maka 

adjusted R² = R² = 1 sedangkan jika nilai R² = 0, maka adjusted R² = (1-k)/(n-k). 

Jika k > 1, maka adjusted R² akan bernilai negatif (Ghozali, 2013:97). 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu 

Moralitas Individu, Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendalian Internal dan 

Budaya Organisasi terhadap variabel dependen yaitu Pencegahan Fraud. 

Responden dalam penelitian ini berjumlah 48 orang aparatur desa dan BPD yang 

tersebar pada 13 Pemerintah Desa di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten 

Bengkalis. Pengumpulan data dilakukan dengan cara memberikan kuesioner 

secara langsung kepada responden.  

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan telah diolah dengan 

menggunakan model regresi linear berganda, maka hasil analisis penelitian ini 

dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel-variabel independen yaitu Moralitas 

Individu, Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendalian Internal dan Budaya 

Organisasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan 

Fraud Pengelolaan Keuangan Desa Pada Pemerintah Desa di Kecamatan Bathin 

Solapan Kabupaten Bengkalis. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat moralitas 

individu, kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal dan budaya organisasi 

maka semakin tinggi pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa. 

Variabel-variabel independen yaitu Moralitas Individu, Kompetensi 

Aparatur, Sistem Pengendalian Internal dan Budaya Organisasi secara simultan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan 
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Keuangan Desa Pada Pemerintah Desa di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten 

Bengkalis.  

5.2. Keterbatasan Penelitian 

Peneliti mengakui bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan dan 

masih terdapat keterbatasan-keterbatasan yang ada. Beberapa keterbatasan dalam 

penelitian ini antara lain : 

1. Wilayah dan ruang lingkup pada penelitian ini terbatas, yaitu hanya dalam 

ruang lingkup Pemerintah Desa di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten 

Bengkalis. 

2. Penelitian yang dilakukan terhadap pencegahan fraud pengelolaan 

keuangan desa pada Pemerintah Desa di Kecamatan Bathin Solapan 

Kabupaten Bengkalis hanya menggunakan beberapa variabel, yaitu 

moralitas individu, kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal, dan 

budaya organisasi. 

3. Dalam penelitian ini tidak semua badan permusyawaratan desa (BPD) 

yang dapat diteliti, terdapat empat badan permusyawaratan desa (BPD) 

yang tidak berpartisipasi dikarenakan badan permusyawaratan desa (BPD) 

yang bersangkutan mengkonfirmasi sedang dalam proses pemilihan. 

5.3. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah peneliti uraikan, 

maka saran yang dapat direkomendasikan adalah:  
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1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah atau memperluas 

ruang lingkup untuk objek penelitian, yaitu pada Pemerintah Desa yang 

lainnya sehingga responden yang diperoleh lebih banyak. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode lainnya 

seperti wawancara kepada responden sehingga mendapatkan hasil yang 

lebih menggambarkan keadaan sebenarnya serta memperoleh data yang 

lebih berkualitas. 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel-variabel lain 

dalam penelitian selanjutnya, sehingga dapat menghasilkan data yang 

lebih baik lagi. 

4. Pemerintah Desa diharapkan dapat terus meningkatkan pemahaman dan 

pengetahuan tentang pengelolaan keuangan dengan mengikuti sosialisasi 

dan mengikuti bimbingan teknis sehingga pengelolaan keuangan desa 

sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. 

5. Pemerintah Desa diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya agar 

penggunaan alokasi dana desa yang diberikan dapat bermanfaat untuk 

kesejahteraan desa dan masyarakat. 
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Pekanbaru, 24 Februari 2021 

Lampiran : Kuesioner Penelitian 

Perihal  : Permohonan Bantuan Pengisian Kuesioner 

 

Yth. Bapak/Ibu Responden 

Di Tempat, 

Dengan Hormat, 

 Sehubung dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa program 

strata satu (S1) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, saya : 

Nama   : Wahyudi 

NIM   : 11773100025 

Jurusan/Fakultas : Akuntansi/Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Universitas  : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

Bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi dengan 

judul “Pengaruh Moralitas Individu, Kompetensi Aparatur, Sistem 

Pengendalian Internal, dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Fraud 

Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa di 

Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis)”. Untuk itu, saya sangat 

mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi responden dengan mengisi 

kuesioner penelitian ini. Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk 

kepentingan penelitian, sehingga kerahasiaannya akan dijaga sesuai dengan etika 

penelitian. 

Atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu/, Saya mengucapkan terima kasih. 

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita 

semua, aamiin. 

 

Hormat Saya, 

 

 

Wahyudi 

NIM. 11773100025 
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I. IDENTITAS RESPONDEN 

Mohon memberi tanda ceklis (√) pada kotak yang sesuai anda pilih atau 

lengkapi pada tempat yang tersedia. 

1. Nama Desa  : .................................................................................. 

2. Nama Responden : ................................................... (boleh tidak diisi) 

3. Umur  : ......... Tahun 

4. Jenis Kelamin :   Laki-laki      Perempuan 

5. Jabatan  :  Kepala Desa     Bendahara Desa 

     Sekretaris Desa              BPD 

6. Jenjang Pendidikan :   SMA/Sederajat              Diploma  

 Sarjana                           Pasca Sarjana 

 Lainnya, ……………. 

7. Lama Bekerja  :            2-5 Tahun                      5-10 Tahun  

 >10Tahun 

 

II. PETUNJUK PENGISIAN 

Berilah tanda ceklis (√) pada kolom di masing-masing pertanyaan dibawah 

ini yang menurut Bapak/Ibu sesuai dengan yang anda rasakan. Terdapat lima 

alternatif jawaban untuk setiap pernyataan, antara lain: 

STS  : Sangat Tidak Setuju 

TS   : Tidak Setuju 

N   : Netral 

S   : Setuju 

SS   : Sangat Setuju 

Jika anda merubah jawaban untuk setiap pernyataan yang Bapak/Ibu tandai, 

anda dapat menyoret jawaban pada kolum yang salah dengan tanda silang 

(X), kemudian menandai jawaban pada kolom yang anda setujui. Dalam 

mengisi angket/kuesioner mohon diisi semuanya karena sangat dibutuhkan 

untuk kepentingan penelitian. 
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DAFTAR KUESIONER 

 

A. Variabel Moralitas Individu (X1) 

NO PERNYATAAN STS TS N S SS 

1 Saya sadar akan tanggung jawab 

saya di entitas saya bekerja 
     

2 Saya bekerja sesuai tanggungjawab 

saya di entitas saya bekerja 
     

3 Sifat jujur diperlukan dalam bekerja      

4 Saya bekerja sesuai dengan etika 

yang baik 
     

5 Saya selalu taat pada aturan di 

entitas saya bekerja 
     

6 
Saya merasa bersalah ketika 

melakukan kebohongan ketika 

bekerja 

     

(Sumber: Dwi Nur Huljanah, 2019) 

 

B. Variabel Kompetensi Aparatur (X2) 

NO PERNYATAAN STS TS N S SS 

1 

Latar belakang, pengalaman, dan 

tingkat pendidikan sangat 

mempengaruhi tugas / pekerjaan 

dimana anda di tempatkan 

     

2 

Pemahaman dan 

pengimplementasian terhadap 

prinsip-prinsip Good Governance 

(transparansi, integritas, 

akuntabilitas) sangat diperlukan 

dalam pelaksanaan pekerjaan 

     

3 

Bapak/Ibu memahami kode etik 

pegawai yang bersifat formalistik 

seperti disiplin yang diukur dari 

absensi, kinerja diukur dari 

penyelesaian apa yang diperintah 

atasan 

     

4 

Bapak/Ibu lebih mementingkan 

kepentingan dinas dari pada 

kepentingan pribadi atau keluarga 

jika dihadapkan pada saat yang 

bersamaan 
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5 

Bapak/Ibu memhami isi dari UU No. 

6 Tahun 2014 ataupun peraturan 

lainnya terkait dengan pengelolaan 

dana desa 

     

6 

Bapak/Ibu mampu mengerjakan 

tugas yang diberikan selesai tepat 

waktu (sesuai deadline yang 

ditentukan) 

     

(Sumber: Kadek Widiyarta, 2018) 

 

C. Variabel Sistem Pengendalian Internal (X3) 

NO PERNYATAAN STS TS N S SS 

1 Desa ditempat saya bekerja terdapat 

struktur organisasi yang jelas 
     

2 

Adanya kebjakan dan prosedur 

kepegawaian dalam upaya 

meningkatkan SDM yang jujur dan 

bertanggung jawab terhadap 

tugasnya 

     

3 Adanya penilaian terhadap risiko 

ditempat saya bekerja 
     

4 
Adanya penentuan batas dan 

penetapan toleransi risiko ditempat 

saya bekerja 

     

5 Informasi diidentifikasikan dan 

dikomunikasikan dengan baik 
     

6 Informasi disajikan dalam bentuk 

laporan keuangan 
     

7 

Adanya pemeriksaan yang 

independen atas pelaksanaan 

kegiatan dalam pengelolaan dana 

Desa 

     

8 

Pemantauan dilakukan secara 

periodik untuk dapat meminimalisir 

hal-hal yang tidak diinginkan oleh 

Desa 

     

(Sumber: Kadek Widiyarta, 2018) 
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D. Variabel Budaya Organisasi (X4) 

NO PERNYATAAN STS TS N S SS 

1 

Dalam melaksanakan pekerjaan di 

Desa, Bapak/Ibu diberikan 

kesempatan seluas-luasnya untuk 

berinisiatif mengkaji dan 

menyelesaikan sendiri pekerjaan 

sesuai dengan pandangan Bapak/Ibu 

dan peraturan yang berlaku 

     

2 

Bapak/Ibu secara berkala diberikan 

pengarahan terkait pencapaian target 

sesuai dengan visi dan misi 

organisasi 

     

3 Bapak/Ibu didukung oleh pimpinan 

untuk melanjutkan pendidikan 
     

4 

Terdapat aturan-aturan baku yang 

tercantum dalam kode etik pegawai 

yang digunakan untuk mengawasi 

dan mengendalikan perilaku 

pegawai dalam menjalankan 

tugasnya 

     

5 

Kenaikan penghasilan (gaji, dan 

tunjangan kegiatan tambahan) 

didasarkan atas prestasi kerja 

Bapak/Ibu 

     

6 
Komunikasi Bapak/Ibu dengan 

atasan tidak dibatasi dengan oleh 

hierarki kewenangan yang formal 

     

7 

Pelaksanaan pekerjaan selalu 

didasarkan dengan transparan 

dimana ketentun formal dan material 

diinformasikan pada pengguna jasa 

(stakeholder) 

     

8 Bapak/Ibu melaksanakan semua 

pekerjaan secara tuntas 
     

9 Bapak/Ibu selalu melaksanakan 

pekerjaan dengan tulus dan ikhlas 
     

(Sumber: Kadek Widiyarta, 2018) 
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E. Variabel Pencegahan Fraud (Y) 

NO PERNYATAAN STS TS N S SS 

1 

Memberikan sanksi yang tegas 

kepada mereka yang melakukan 

kecurangan dan memberikan 

penghargaan kepada mereka yang 

berprestasi 

     

2 
Desa Bapak/Ibu melibatkan 

masyarakat dalam Perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi program 

     

3 

Masyarakat memberikan saran dan 

kritik terhadap pengawasan program 

dana desa yang dilakukan di Desa 

Bapak/Ibu 

     

4 

Desa penerima dana desa 

mempertanggung jawabkan 

pengelolaan dana kepada 

Pemerintah dalam bentuk laporan 

pertanggung jawaban setiap akhir 

tahun 

     

5 

Desa penerima dana desa 

mempertanggung jawabkan 

pengelolaan dana kepada 

masyarakat 

     

6 

Penyusunan, pengambilan 

keputusan, dan pemecahan masalah 

mengenai perencanaan program 

dilakukan dengan musyawarah 

     

7 
Desa penerima dana desa membuat 

laporan pelaksanaan program 

keseluruhan pada akhir periode 

     

8 

Saya percaya kepada Pemerintah 

selaku pihak pemberi dana desa 

telah melaksanakan tugas dengan 

sebaik mungkin tanpa melakukan 

tindak kecurangan (fraud) 

     

(Sumber: Kadek Widiyarta, 2018) 
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LAMPIRAN II 

TABULASI DATA 

1. Moralitas Individu (X1) 

No Responden 
Tabulasi Moralitas Individu (X1) 

Total X1 
X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 

1 5 5 5 5 5 5 30 

2 5 5 5 5 5 5 30 

3 5 5 4 5 4 4 27 

4 4 5 4 4 5 5 27 

5 3 3 4 3 3 4 20 

6 5 5 5 5 5 5 30 

7 5 5 5 5 5 5 30 

8 5 5 5 5 5 5 30 

9 4 4 5 5 5 5 28 

10 4 5 5 5 5 5 29 

11 5 5 5 5 5 5 30 

12 5 5 5 5 5 5 30 

13 5 5 5 5 5 5 30 

14 5 5 5 5 5 5 30 

15 5 5 4 5 5 5 29 

16 5 5 5 4 5 5 29 

17 5 5 5 4 5 5 29 

18 4 4 5 4 4 4 25 

19 3 3 4 4 4 4 22 

20 4 4 5 5 4 4 26 

21 4 4 4 4 4 5 25 

22 5 5 5 5 5 5 30 

23 5 5 5 5 5 5 30 

24 5 5 5 5 5 5 30 

25 5 5 5 5 5 5 30 

26 5 5 5 5 5 5 30 

27 5 5 5 5 5 5 30 

28 5 5 5 5 5 5 30 

29 5 5 5 5 5 5 30 

30 5 4 5 5 4 4 27 

31 4 3 4 4 3 3 21 

32 5 4 5 5 4 4 27 
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33 4 5 5 5 4 5 28 

34 4 4 4 4 4 4 24 

35 4 4 4 4 4 4 24 

36 5 5 4 4 4 4 26 

37 4 5 5 4 4 4 26 

38 5 5 5 5 5 5 30 

39 4 4 4 4 4 4 24 

40 4 4 4 4 4 4 24 

41 5 5 5 5 5 5 30 

42 5 5 5 5 5 5 30 

43 5 5 5 5 5 5 30 

44 5 5 5 5 5 5 30 

45 5 5 5 5 5 5 30 

46 4 4 5 4 4 4 25 

47 4 4 5 4 4 4 25 

48 4 4 5 4 4 4 25 
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2. Kompetensi Aparatur (X2) 

No Responden 
Tabulasi Kompetensi Aparatur (X2) 

Total X2 
X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 

1 5 4 4 5 5 5 28 

2 4 4 4 4 4 4 24 

3 2 4 4 4 4 4 22 

4 4 4 4 3 4 4 23 

5 4 3 4 3 4 4 22 

6 4 3 4 3 4 4 22 

7 5 5 5 5 5 5 30 

8 4 5 5 5 4 5 28 

9 4 4 4 5 4 4 25 

10 4 4 5 5 4 5 27 

11 5 5 5 5 5 5 30 

12 5 5 5 5 5 5 30 

13 4 4 5 4 4 5 26 

14 5 5 5 4 4 5 28 

15 5 4 5 5 5 5 29 

16 3 3 3 4 4 3 20 

17 4 3 3 3 4 4 21 

18 5 5 4 4 4 5 27 

19 4 4 4 4 4 4 24 

20 4 4 4 4 4 4 24 

21 4 4 4 4 4 4 24 

22 5 5 4 5 5 4 28 

23 5 5 4 5 5 4 28 

24 5 5 4 5 5 4 28 

25 5 5 5 5 5 5 30 

26 4 5 5 4 5 5 28 

27 4 5 5 4 5 5 28 

28 4 5 5 4 5 5 28 

29 4 5 5 4 5 5 28 

30 4 4 3 4 4 4 23 

31 4 4 3 4 4 4 23 

32 4 4 2 3 4 4 21 

33 4 4 4 4 4 4 24 

34 4 4 4 4 4 4 24 

35 4 4 5 3 4 3 23 
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36 4 3 4 4 4 4 23 

37 4 3 4 3 4 4 22 

38 5 5 5 3 4 4 26 

39 4 4 4 4 4 4 24 

40 4 4 4 4 4 4 24 

41 1 5 5 5 5 5 26 

42 5 5 5 4 5 5 29 

43 4 5 4 4 4 4 25 

44 4 4 4 3 4 4 23 

45 4 4 4 3 4 4 23 

46 3 4 4 3 4 4 22 

47 3 4 4 3 4 4 22 

48 3 4 4 3 4 4 22 
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3. Sistem Pengendalian Internal (X3) 

No 

Responden 

Tabulasi Sistem Pengendalian Internal (X3) 
Total 

X3 
X3.

1 

X3.

2 

X3.

3 

X3.

4 

X3.

5 

X3.

6 

X3.

7 

X3.

8 

1 5 5 5 4 5 5 5 5 39 

2 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

3 5 5 3 3 5 4 5 5 35 

4 4 4 4 4 3 3 3 4 29 

5 4 4 4 4 4 3 3 4 30 

6 4 4 4 4 4 3 3 4 30 

7 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

8 5 5 4 4 5 4 5 4 36 

9 4 4 4 4 4 4 5 4 33 

10 5 5 4 4 5 4 5 4 36 

11 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

12 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

13 5 5 5 4 5 3 5 4 36 

14 5 5 5 4 5 2 5 5 36 

15 5 5 4 5 5 4 5 5 38 

16 5 5 5 5 5 4 5 5 39 

17 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

18 5 4 4 3 5 3 4 5 33 

19 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

20 5 4 4 4 4 4 4 4 33 

21 5 4 4 4 4 5 4 5 35 

22 5 5 4 5 4 4 4 4 35 

23 5 5 4 5 4 4 4 4 35 

24 5 5 4 5 4 4 4 4 35 

25 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

26 5 4 3 3 5 5 5 5 35 

27 5 4 3 3 5 5 5 5 35 

28 5 4 3 3 5 5 5 5 35 

29 5 4 3 3 5 5 5 5 35 

30 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

31 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

32 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

33 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

34 4 3 4 4 4 4 4 4 31 

35 4 4 4 4 5 3 4 4 32 
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36 5 4 4 4 4 3 4 4 32 

37 5 4 4 4 4 3 4 4 32 

38 4 5 5 4 5 5 5 5 38 

39 4 4 3 3 3 4 4 4 29 

40 4 4 3 3 3 4 4 4 29 

41 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

42 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

43 5 4 4 4 5 4 4 4 34 

44 4 4 4 5 5 5 4 4 35 

45 4 4 4 5 5 5 4 4 35 

46 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

47 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

48 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
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4. Budaya Organisasi (X4) 

No 

Responden 

Tabulasi Budaya Organisasi (X4) 
Total 

X4 
X4.

1 

X4.

2 

X4.

3 

X4.

4 

X4.

5 

X4.

6 

X4.

7 

X4.

8 

X4.

9 

1 5 5 5 3 3 5 5 5 5 41 

2 4 4 5 5 3 3 4 4 4 36 

3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 43 

4 4 4 5 4 3 4 3 4 5 36 

5 4 4 5 4 3 4 3 4 4 35 

6 4 4 5 4 3 4 3 4 4 35 

7 2 4 4 4 4 4 4 4 5 35 

8 5 5 5 5 4 4 4 5 5 42 

9 4 4 4 5 5 4 4 4 4 38 

10 4 5 4 5 4 4 4 5 5 40 

11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 

12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 

13 2 4 3 4 5 3 5 5 5 36 

14 2 5 2 5 5 4 5 5 5 38 

15 4 5 4 5 4 4 4 5 5 40 

16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 

17 4 5 5 5 5 5 5 5 5 44 

18 5 4 5 4 5 4 5 5 5 42 

19 4 4 5 4 3 4 4 4 4 36 

20 4 4 4 4 4 4 4 4 5 37 

21 4 4 1 4 5 5 4 4 4 35 

22 5 3 3 5 3 5 4 5 5 38 

23 5 3 3 5 3 5 4 5 5 38 

24 5 3 3 5 3 5 4 5 5 38 

25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 

26 4 3 5 4 4 5 4 5 5 39 

27 4 3 5 4 4 5 4 5 5 39 

28 4 3 5 4 4 5 4 5 5 39 

29 4 3 5 4 4 5 4 5 5 39 

30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

33 4 4 4 4 4 4 4 4 5 37 

34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

35 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35 
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36 4 4 4 2 3 4 4 4 4 33 

37 4 4 4 2 3 4 4 4 4 33 

38 4 5 3 4 5 4 5 5 5 40 

39 3 3 3 3 1 4 4 4 4 29 

40 3 3 3 3 1 4 4 4 4 29 

41 2 1 2 5 4 5 5 5 5 34 

42 5 5 4 4 5 4 5 5 5 42 

43 3 3 3 3 3 4 4 4 5 32 

44 4 5 5 5 3 4 4 5 5 40 

45 4 5 5 5 3 4 4 5 5 40 

46 4 4 4 4 2 4 4 4 4 34 

47 4 4 4 4 2 4 4 4 4 34 

48 4 4 4 4 2 4 4 4 4 34 
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5. Pencegahan Fraud (Y) 

No Responden 
Tabulasi Pencegahan Fraud (Y) 

Total Y 
Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Y.8 

1 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

2 5 5 5 4 4 4 5 5 37 

3 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

4 5 4 4 3 3 4 4 4 31 

5 4 3 3 4 3 4 4 4 29 

6 4 3 3 4 3 4 4 4 29 

7 5 4 4 5 4 5 5 4 36 

8 5 4 5 5 5 5 5 4 38 

9 5 4 5 5 5 5 5 5 39 

10 5 4 5 5 5 5 5 5 39 

11 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

12 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

13 5 5 4 4 4 5 4 5 36 

14 5 5 4 5 5 5 5 5 39 

15 5 5 4 5 4 5 5 5 38 

16 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

17 5 5 5 4 5 5 5 5 39 

18 5 5 5 5 5 5 5 4 39 

19 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

20 5 5 4 5 4 4 4 4 35 

21 4 4 4 5 4 4 4 4 33 

22 5 4 5 5 4 5 5 5 38 

23 5 4 5 5 4 5 5 5 38 

24 5 4 5 5 4 5 5 5 38 

25 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

26 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

27 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

28 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

29 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

30 4 4 4 4 4 5 4 4 33 

31 4 4 4 4 4 5 4 4 33 

32 4 4 4 4 4 5 4 4 33 

33 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

34 4 3 4 4 4 4 4 4 31 

35 5 5 5 4 4 4 4 4 35 
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36 5 4 4 5 4 4 4 4 34 

37 5 4 4 5 4 4 4 4 34 

38 5 5 4 5 4 5 4 5 37 

39 4 4 4 4 2 4 4 4 30 

40 4 4 4 4 2 4 4 4 30 

41 5 5 5 5 4 5 5 5 39 

42 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

43 5 3 4 5 4 4 4 4 33 

44 5 5 5 5 4 5 5 5 39 

45 5 5 5 5 4 5 5 5 39 

46 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

47 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

48 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
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LAMPIRAN III 

HASIL ANALISIS DATA 

1. Uji Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Moralitas Individu 48 20 30 27.75 2.794 

Kompetensi Aparatur 48 20 30 25.19 2.871 

Sistem Pengendalian Internal 48 29 40 34.38 3.226 

Budaya Organisasi 48 29 45 37.69 3.926 

Pencegahan Fraud 48 29 40 36.06 3.646 

Valid N (listwise) 48     

 

2. Uji Kualitas Data 

a. Uji Validitas 

Variabel Moralitas Individu (X1) 

Correlations 
 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 Total 

X1.1 Pearson Correlation 1 .791** .505** .729** .715** .590** .857** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 48 48 48 48 48 48 48 

X1.2 Pearson Correlation .791** 1 .498** .649** .823** .780** .902** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 .000 

N 48 48 48 48 48 48 48 

X1.3 Pearson Correlation .505** .498** 1 .595** .566** .504** .696** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .000 

N 48 48 48 48 48 48 48 

X1.4 Pearson Correlation .729** .649** .595** 1 .699** .623** .839** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 .000 

N 48 48 48 48 48 48 48 

X1.5 Pearson Correlation .715** .823** .566** .699** 1 .907** .929** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 .000 

N 48 48 48 48 48 48 48 

X1.6 Pearson Correlation .590** .780** .504** .623** .907** 1 .868** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  .000 

N 48 48 48 48 48 48 48 

Total Pearson Correlation .857** .902** .696** .839** .929** .868** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 48 48 48 48 48 48 48 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Variabel Kompetensi Aparatur (X2) 

Correlations 
 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 Total 

X2.1 Pearson Correlation 1 .321* .197 .288* .329* .279 .581** 

Sig. (2-tailed)  .026 .180 .047 .023 .055 .000 

N 48 48 48 48 48 48 48 

X2.2 Pearson Correlation .321* 1 .564** .514** .629** .591** .807** 

Sig. (2-tailed) .026  .000 .000 .000 .000 .000 

N 48 48 48 48 48 48 48 

X2.3 Pearson Correlation .197 .564** 1 .372** .497** .645** .728** 

Sig. (2-tailed) .180 .000  .009 .000 .000 .000 

N 48 48 48 48 48 48 48 

X2.4 Pearson Correlation .288* .514** .372** 1 .611** .518** .747** 

Sig. (2-tailed) .047 .000 .009  .000 .000 .000 

N 48 48 48 48 48 48 48 

X2.5 Pearson Correlation .329* .629** .497** .611** 1 .602** .794** 

Sig. (2-tailed) .023 .000 .000 .000  .000 .000 

N 48 48 48 48 48 48 48 

X2.6 Pearson Correlation .279 .591** .645** .518** .602** 1 .795** 

Sig. (2-tailed) .055 .000 .000 .000 .000  .000 

N 48 48 48 48 48 48 48 

Total Pearson Correlation .581** .807** .728** .747** .794** .795** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 48 48 48 48 48 48 48 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Variabel Sistem Pengendalian Internal (X3) 

Correlations 
 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3.8 Total 

X3.1 Pearson Correlation 1 .601** .190 .141 .564** .180 .596** .596** .669** 

Sig. (2-tailed)  .000 .195 .340 .000 .220 .000 .000 .000 

N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

X3.2 Pearson Correlation .601** 1 .567** .505** .497** .174 .605** .466** .786** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .236 .000 .001 .000 

N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

X3.3 Pearson Correlation .190 .567** 1 .714** .352* .027 .265 .248 .618** 

Sig. (2-tailed) .195 .000  .000 .014 .856 .069 .089 .000 

N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

X3.4 Pearson Correlation .141 .505** .714** 1 .200 .192 .066 .008 .541** 

Sig. (2-tailed) .340 .000 .000  .174 .190 .656 .956 .000 

N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

X3.5 Pearson Correlation .564** .497** .352* .200 1 .360* .722** .645** .783** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .014 .174  .012 .000 .000 .000 

N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 
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X3.6 Pearson Correlation .180 .174 .027 .192 .360* 1 .482** .471** .563** 

Sig. (2-tailed) .220 .236 .856 .190 .012  .001 .001 .000 

N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

X3.7 Pearson Correlation .596** .605** .265 .066 .722** .482** 1 .696** .797** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .069 .656 .000 .001  .000 .000 

N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

X3.8 Pearson Correlation .596** .466** .248 .008 .645** .471** .696** 1 .731** 

Sig. (2-tailed) .000 .001 .089 .956 .000 .001 .000  .000 

N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

Total Pearson Correlation .669** .786** .618** .541** .783** .563** .797** .731** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Variabel Budaya Organisasi (X4) 

Correlations 
 X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 X4.5 X4.6 X4.7 X4.8 X4.9 Total 

X4.1 Pearson 

Correlation 

1 .364* .482** .231 .107 .419** .086 .284 .127 .603** 

Sig. (2-

tailed) 
 

.011 .001 .114 .469 .003 .560 .050 .389 .000 

N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

X4.2 Pearson 

Correlation 

.364* 1 .378** .249 .335* -.149 .308* .219 .170 .599** 

Sig. (2-

tailed) 

.011 
 

.008 .087 .020 .312 .033 .135 .248 .000 

N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

X4.3 Pearson 

Correlation 

.482** .378** 1 .112 .032 .062 -.082 .147 .129 .493** 

Sig. (2-

tailed) 

.001 .008 
 

.447 .827 .676 .579 .318 .384 .000 

N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

X4.4 Pearson 

Correlation 

.231 .249 .112 1 .396** .258 .249 .535** .437** .627** 

Sig. (2-

tailed) 

.114 .087 .447 
 

.005 .077 .087 .000 .002 .000 

N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

X4.5 Pearson 

Correlation 

.107 .335* .032 .396** 1 .199 .524** .432** .428** .659** 

Sig. (2-

tailed) 

.469 .020 .827 .005 
 

.175 .000 .002 .002 .000 

N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

X4.6 Pearson 

Correlation 

.419** -.149 .062 .258 .199 1 .293* .520** .420** .472** 

Sig. (2-

tailed) 

.003 .312 .676 .077 .175 
 

.043 .000 .003 .001 

N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

X4.7 Pearson 

Correlation 

.086 .308* -.082 .249 .524** .293* 1 .603** .460** .569** 
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Sig. (2-

tailed) 

.560 .033 .579 .087 .000 .043 
 

.000 .001 .000 

N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

X4.8 Pearson 

Correlation 

.284 .219 .147 .535** .432** .520** .603** 1 .808** .749** 

Sig. (2-

tailed) 

.050 .135 .318 .000 .002 .000 .000 
 

.000 .000 

N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

X4.9 Pearson 

Correlation 

.127 .170 .129 .437** .428** .420** .460** .808** 1 .647** 

Sig. (2-

tailed) 

.389 .248 .384 .002 .002 .003 .001 .000 
 

.000 

N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

Total Pearson 

Correlation 

.603** .599** .493** .627** .659** .472** .569** .749** .647** 1 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000 
 

N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Variabel Pencegahan Fraud (Y) 

Correlations 
 Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Y.8 Total 

Y.1 Pearson Correlation 1 .615** .670** .645** .556** .544** .698** .669** .811** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

Y.2 Pearson Correlation .615** 1 .641** .402** .536** .549** .572** .661** .769** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .005 .000 .000 .000 .000 .000 

N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

Y.3 Pearson Correlation .670** .641** 1 .526** .661** .617** .805** .691** .859** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

Y.4 Pearson Correlation .645** .402** .526** 1 .586** .558** .654** .543** .743** 

Sig. (2-tailed) .000 .005 .000  .000 .000 .000 .000 .000 

N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

Y.5 Pearson Correlation .556** .536** .661** .586** 1 .630** .659** .556** .812** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 

N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

Y.6 Pearson Correlation .544** .549** .617** .558** .630** 1 .756** .721** .813** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 

N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

Y.7 Pearson Correlation .698** .572** .805** .654** .659** .756** 1 .792** .897** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 

N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

Y.8 Pearson Correlation .669** .661** .691** .543** .556** .721** .792** 1 .849** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 

N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

Total Pearson Correlation .811** .769** .859** .743** .812** .813** .897** .849** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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b. Uji Reliabilitas 

Variabel Moralitas Individu (X1) 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases Valid 48 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 48 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in 

the procedure. 

 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.924 6 

 

Variabel Kompetensi Aparatur (X2) 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases Valid 48 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 48 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.817 6 

 

Variabel Sistem Pengendalian Internal (X3) 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases Valid 48 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 48 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.826 8 
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Variabel Budaya Oraganisasi (X4) 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases Valid 48 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 48 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.750 9 

 

Variabel Pencegahan Fraud (Y) 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases Valid 48 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 48 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.924 8 
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3. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized Residual 

N 48 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation 1.63806378 

Most Extreme Differences Absolute .108 

Positive .047 

Negative -.108 

Test Statistic .108 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

 

b. Uji Multikolinieritas 

Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

Moralitas Individu .493 2.029 

Kompetensi Aparatur .675 1.482 

Sistem Pengendalian Internal .454 2.202 

Budaya Organisasi .558 1.794 
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c. Uji Heteroskedastisitas 

(Scatterplot) 

 
 

 

(Glejser Test) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .777 1.704  .456 .651 

Moralitas Individu .081 .071 .236 1.138 .261 

Kompetensi 

Aparatur 

-.055 .059 -.165 -.932 .357 

Sistem Pengendalian 

Internal 

-.090 .064 -.303 -1.403 .168 

Budaya Organisasi .074 .047 .302 1.549 .129 

a. Dependent Variable: ABS_Res 
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4. Uji Regresi Linear Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -3.201 3.059  -1.047 .301 

Moralitas Individu .271 .127 .208 2.129 .039 

Kompetensi 

Aparatur 
.244 .106 .192 2.305 .026 

Sistem Pengendalian 

Internal 
.320 .115 .283 2.785 .008 

Budaya Organisasi .387 .085 .417 4.543 .000 

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud 

 

5. Uji Hipotesis 

Uji Parsial (Uji t) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -3.201 3.059  -1.047 .301 

Moralitas Individu .271 .127 .208 2.129 .039 

Kompetensi 

Aparatur 
.244 .106 .192 2.305 .026 

Sistem Pengendalian 

Internal 
.320 .115 .283 2.785 .008 

Budaya Organisasi .387 .085 .417 4.543 .000 

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud 

 

Uji Simultan (Uji f) 

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 498.700 4 124.675 42.510 .000b 

Residual 126.113 43 2.933   

Total 624.813 47    

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud 

b. Predictors: (Constant), Budaya Organisasi, Kompetensi Aparatur, Moralitas 

Individu, Sistem Pengendalian Internal 
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Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .893a .798 .779 1.713 

a. Predictors: (Constant), Budaya Organisasi, Kompetensi Aparatur, Moralitas 

Individu, Sistem Pengendalian Internal 

b. Dependent Variable: Pencegahan Fraud 
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